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Berbagai negara telah memahami pentingnya penanaman modal asing 
(PMA) bagi wilayahnya tidak terkecuali Indonesia. PMA dipandang sebagai 
pendorong utama yang mendasari pertumbuhan yang kuat terhadap kinerja 
perekonomian wilayah. Hal inilah yang menjadi alasan penelitian mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing di Provinsi Riau. 
Sesuai dengan beberapa literatur yang ada dan didukung referensi teori, faktor 
yang mempengaruhi penanaman modal asing antara lain jumlah penduduk, 
PDRB, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi. 
Data penelitian ini adalah data time series dengan periode pengamatan 
yaitu tahun 1984 sampai 2009 dan metode analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. Hasil model terbaik yang diperoleh menyatakan bahwa 
faktor variabel independen yaitu faktor jumlah penduduk, nilai tukar rupiah dan 
tingkat inflasi secara statistik berpengaruh signifikan atas variabel penanaman 
modal asing, sedangkan variabel PDRB secara statistik tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel penanaman modal asing di Provinsi Riau. 
Penduduk dengan jumlah yang besar ditunjang kualitas SDM akan 
meningkatkan ketertarikan investor asing menanamkan investasinya di daerah 
itu. Disamping itu, faktor aspek makro lainnya seperti nilai tukar rupiah dan 
tingkat inflasi harus terus menerus dikendalikan kestabilannya oleh institusi yang 
berkompeten. Faktor ini menjadi aspek dominan bagi masuknya investasi 
mengingat kestabilan akan memberi kepastian dalam melakukan aktivitas 
perekonomian. 
 












Various countries have understood the importance of foreign investment 
to the region, including Indonesia. PMA is seen as a key driver underlying the 
strong growth of the region’s economic performance. This is the reason for the 
study of the factors that affect foreign investment in Riau Province. In accordance 
with the existing literature and supported by reference to the theory of the studied 
factors affecting foreign investments including population, GDP, exchange rate 
and inflation rate. 
The data of this study is the data time series with the observation period 
1984 to 2009 and data analysis methods used were multiple linear regression. 
The best model results obtained stating that the independent variable factor is the 
population factor, the exchange rate and inflation rate are statistically significant 
effect on foreign investment variables while the GDP variable is not statistically 
significant effect on the variable of foreign investment in Riau Province. 
Population supported by a large number of quality human resources will 
increase interest of foreign investors to invest in the area. Besides, other factors 
such as makro aspects of the exchange rate and inflation stability should 
continue to be controlled by the competent institution. These factors become the 
dominant aspect of considering the stability of investment will provide certainty in 
the conduct of economic activities. 
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1.1. Latar Belakang Masalah
Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang
dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang dalam melaksanakan
pembangunan ekonomi. Minimnya modal membawa pada rendahnya
produktivitas yang berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat. Hal ini
berarti akan terjadi terbatasnya modal untuk investasi. Keadaan ini akan terus
berlangsung sampai ada upaya untuk meningkatkan investasi dalam
mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat yang tinggi.
Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan akan
investasi adalah dengan penanaman modal asing. Untuk negara-negara yang
belum maju seperti Indonesia, penanaman modal asing memiliki kelebihan jika
dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan.
Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa
pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa
paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta
pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara
yang bersangkutan (Sumantoro, 1983).
Aplikasi contoh konkrit yang berkaitan atas adanya penanaman modal
asing di beberapa negara dalam memberikan kontribusi pada kemajuan
perekonomian adalah Penanaman Modal Asing (PMA) di Malaysia telah
dipandang sebagai pendorong utama yang mendasari pertumbuhan yang kuat
terhadap kinerja perekonomian Malaysia. GDP riil memberikan dampak positif
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yang signifikan terhadap arus masuk PMA. Itulah bukti bahwa tingkat
pertumbuhan PDB memberikan sebuah dampak positif pada investasi PMA. Dari
sudut pandang kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kenaikan
perkembangan keuangan, pembangunan infrastruktur, dan keterbukaan
perdagangan mempengaruhi PMA. Di sisi lain, undang-undang terhadap
tingginya tingkat pajak perusahaan dan apresiasi nilai tukar riil berdampak negatif
terhadap arus masuk PMA. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian
aspek makro ekonomi memberi pengaruh yang lebih tinggi atas adanya arus
masuk Penanaman Modal Asing ke negara yang bersangkutan (Ang, 2008).
Ciri negara terbelakang ialah “modal kurang” atau “tabungan rendah” dan
“investasi rendah”. Tidak hanya persediaan modal yang sangat kecil tetapi juga
laju pembentukan modal uang sangat rendah. Rata-rata investasi kotornya hanya
5 sampai 6% dari pendapatan nasional kotor, sedangkan di negara maju berkisar
antara 15 sampai 20%. Laju tabungan yang rendah seperti itu hampir tidak cukup
untuk menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat dengan laju 2 sampai
2,5% per tahun, apalagi menginvestasi di proyek-proyek modal baru.
Sebenarnya, dengan laju tabungan yang ada, mereka hampir tidak dapat
menutup penyusutan modal dan bahkan untuk mengganti peralatan modal yang
ada. Usaha memobilisasi tabungan domestik melalui perpajakan dan pinjaman
masyarakat hampir tidak cukup untuk menaikkan laju pembentukan modal yang
ada melalui investasi. Malahan langkah tersebut menyebabkan merosotnya
standar konsumsi, dan membuat rakyat semakin menderita. Impor modal asing
membantu mengurangi kekurangan tabungan domestik melalui pemasukan
peralatan modal dan bahan mentah dan dengan demikian menaikkan laju
tabungan marginal dan laju pembentukan modal (Jhingan, 2000).
4
Selain itu, tabungan-rendah dan investasi-rendah mencerminkan kurang-
nya modal, dan bersama dengan itu negara terbelakang mengalami keter-
belakangan teknologi. Keterbelakangan teknologi terlihat pada biaya rata-rata
produksi yang tinggi dan produktivitas buruh dan modal yang rendah-lantaran
tenaga buruh yang tidak terampil dan usangnya peralatan modal. Yang
terpenting, keterbelakangan itu terlihat pada rasio output modal yang tinggi, yaitu
untuk membuat satu unit output diperlukan modal yang lebih banyak.
Penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga
keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik,
modal asing juga membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman
organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk,
dan lain-lain. Ia juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua
ini mempercepat pembangunan ekonomi.
Negara terbelakang sangat kekurangan modal overhead ekonomi yang
secara langsung diperlukan untuk lebih mempermudah investasi. Proyek jalan
kereta api, jalan raya, kanal dan sumber tenaga merupakan infrastruktur yang
diperlukan bagi pembangunan. Tetapi karena hal-hal tersebut memerlukan
investasi modal yang sangat besar dan mempunyai masa persiapan yang
panjang, negara-negara tersebut tidak akan mampu melaksanakannya tanpa
bantuan modal asing.
Modal (capital) yang dimaksud adalah semua bentuk kekayaan yang
dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk
menambah output. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari
barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan
datang. Hal ini meliputi pabrik-pabrik dan alat-alat, bangunan-bangunan dan
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sebagainya. Capital sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi
investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan,
kesehatan dan keahlian. Selain itu juga termasuk sumber-sumber yang
menaikan tenaga produksi, yang semuanya membutuhkan kepandaian
penduduknya. Dengan kata lain, dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang
fungsi capital yang menaikkan produktivitas itu tidak saja berujud pabrik-pabrik
dan perlengkapan lainnya tetapi juga berwujud human capital. Keadaaan capital
di negara-negara sedang berkembang pada umumnya relatif jarang.
Secara umum, berdasar pengalaman yang dirasakan negara-negara
berkembang di Asia, apapun pandangan yang mendasari, Penanaman Modal
Asing (PMA) diyakini dapat bermanfaat bagi negara penerima (Gillis dalam
Basuki dan Sulistiyo, 1992). Manfaat tersebut antara lain : a) transfer modal, b)
penciptaan lapangan kerja, c) transfer teknologi, d) akses pasar internasional
melalui produk-produk ekspor, dan e) trasfer kemampuan manajerial dan
pengendalian mutu.
Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara
berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan
penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peranan penting
dalam peningkatan devisa suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional
tidak dapat terlepas dari penanaman modal asing karena memberikan
keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi
perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para
investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang
sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu
pertumbuhan ekonomi nasional. Menyadari pentingnya penanaman modal asing,
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pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan iklim investasi yang
kondusif guna menarik calon investor untuk menarik modal asing masuk ke
Indonesia. Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan
agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa
nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.
Berpangkal dari keadaan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan
kebijakan makro ekonomi yang pada dasarnya berupaya agar sumber
pembiayaaan baru digunakan untuk mengurangi distorsi dalam perekonomian,
baik itu deregulasi di sektor riil maupun di sektor moneter. Undang-Undang No.1
tahun 1967 tentang penanaman modal asing adalah kebijakan yang pertama kali
dikeluarkan pemerintah. Disusul kemudian Undang-Undang No.6 tahun 1968
tentang penanaman modal dalam negeri yang ternyata disambut baik oleh
investor baik dalam maupun luar negeri.
Sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, Pemerintah
berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan
proses pengembangan investasi di daerah. Wujud dari peran Pemerintah Daerah
akan tercermin dari besarnya jumlah investasi yang ditanamkan. Berikut ini
adalah tabulasi data dalam grafik pertumbuhan investasi PMA selama kurun
periode 1995 sampai 2009. Grafik yang dimaksud dalam Gambar 1.1. ini
menjelaskan bahwa pertumbuhan penanaman modal asing di provinsi Riau
cenderung mengalami fluktuatif selama kurun waktu tersebut. Hal ini ditandai
oleh nilai pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung naik dan turun.
Peningkatan terbesar diperoleh pada 2000 yaitu penanaman modal asing
mencapai 48,44 dibandingkan dengan tahun 1999. Dan peningkatan terbesar
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kedua diperoleh pada tahun 2006, yaitu penanaman modal asing mencapai
10,24% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2005.
Grafik 1.1. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing kurun waktu 1984-2009
Sumber: data BPS, diolah dari berbagai terbitan.
Sedangkan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan tahun lainnya pada periode tersebut yaitu pertumbuhan
penanaman modal asing pada 2008 yaitu sebesar 0,13. Hal ini menandakan
bahwa tingkat penanaman modal asing 2008 adalah lebih rendah bila
dibandingkan tingkat pertumbuhan penanaman modal asing pada tahun
sebelumnya yaitu 2007. Penurunan terkecil kedua dari tingkat pertumbuhan
penanaman modal asing adalah pada 1998 dan 2004. Dari berbagai uraian di
atas, diharapkan pengembangan investasi di daerah khususnya provinsi Riau
terus menerus ditingkatkan.
Selain faktor ekonomi, secara makro tidak kalah pentingnya adalah
potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah yang tercermin dari
besarnya sumber daya alam di wilayah bersangkutan. Provinsi Riau merupakan
salah satu wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam terbesar di Indonesia.
Hal ini terbukti di dalam perut buminya terkandung minyak bumi, batubara, emas,
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timah dan bahan tambang lainnya. Sementara di atasnya terhampar kekayaan
hutan, perkebunan dan pertanian dalam arti luas. Di samping minyak bumi,  batu
bara dan gambut, Provinsi Riau juga memiliki potensi pertambangan lainnya
yang tidak kalah banyak jumlahnya. Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah
Daerah mengelola potensi yang ada tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya.
Beberapa kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu menstimulasi
sektor riil maupun sektor moneter yang berkaitan dengan penanaman modal
asing adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
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6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman
Modal;
Dari fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk mengamati lebih
lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing di
Provinsi Riau.
1.2. Perumusan Masalah Penelitian
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
perkembangan investasi penanaman modal asing di Provinsi Riau perlu disusun
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penanaman modal
asing (PMA) di Provinsi Riau?
2. Apakah PDRB Provinsi Riau berpengaruh terhadap penanaman modal
asing (PMA) di Provinsi Riau?
3. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penanaman modal asing
(PMA) di Provinsi Riau?
4. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penanaman modal asing
(PMA) di Provinsi Riau?
5. Apakah sumber daya alam (SDA) berpengaruh terhadap penanaman
modal asing (PMA) di Provinsi Riau?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap
penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau.
10
2. Untuk mengetahui apakah PDRB Provinsi Riau berpengaruh terhadap
penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap
penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap
penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau.
5. Untuk mengetahui apakah sumber daya alam (SDA) berpengaruh
terhadap penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak
terutama :
1. Pemerintah
Penelitian ini semoga menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah dalam penanaman modal
asing.
2. Dunia Akademis




TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Pengertian Ivestasi
Pandangan orang tentang investasi secara makro masih sangat simpang
siur. Banyak kalangan atau masyarakat yang menganggap bahwa dengan
membeli saham dipasar modal adalah investasi. Dalam analisis makro tindakan
individu atau masyarakat tersebut bukanlah termasuk melakukan investasi.
Untuk memperjelas apa arti investasi agar terhindar dari kekeliruan dan
kesalahpahaman maka harus terlebih dahulu diterangkan apa pengertian
investasi secara makro tersebut. Menurut Sukirno (1997), investasi merupakan
pengeluaran untuk penanam-penanam modal oleh perusahaan atau untuk
membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi, serta
untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang
tersedia dalam perekonomian. Investasi ini biasa disebut sebagai penanaman
modal atau pembentukan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang
menentukan tingkat pengeluaran agregat.
Menurut Budiono (1981) investasi adalah pengeluaran dari sektor
produsen (swasta untuk pembelian barang-barang atau jasa untuk menambah
stok barang dan perluasan perusahaan. Sedangkan Soediyono (1985)
berpendapat bahwa investasi menurut ekonomi makro biasa diartikan
pengeluaran masyarakat untuk memperoleh alat-alat kapital baru.
Definisi secara agregat, investasi meliputi:
a) seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan
pembelajaran untuk mendirikan industri.
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b) pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah,
tempat tinggal.
c) pertambahan dalam nilai-nilai stok barang-barang perusahaan berupa bahan
mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.
Menurut Samuelson dan Nordhaus, investasi adalah pengeluaran yang
dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-
sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru
lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari
investasi tersebut.
Komarudin (1983) memberikan pengertian investasi yaitu:
a. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
b. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan
dimasa yang akan datang.
c. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan
lainnya.
Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah
gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output
potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka
panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi
memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.
Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya
investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan
mengenai masa depan (Samuelson dan Nordhaus, 1993).
Faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan
yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling
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mudah berubah. Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal dilakukan dalam
satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi, meliputi pengeluaran
atau pembelanjaan untuk:
a. Seluruh pembelian para pengusaha atas barang modal dan
membelanjakan untuk mendirikan industri-industri.
b. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan tempat tinggal.
c. Pertambahan dalam nilai stok barang-barang perusahaan yang berupa
bahan mentah, barang yang belum diproses dan barang jadi.
Adam smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik
modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung
pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin
keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu
laju pemupukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik
modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan.
Menurut Harrod-Domar pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai
pengaruh terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran
agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam prespektif
waktu yang lebih panjang ini. I menambah stok kapital (misalnya, pabrik-pabrik,
jalan jalan dan sebagainya). Jadi I=K, di mana K adalah stok kapital dalam
masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat dan
selanjutnya berarti bergesernya kurva S ke kanan.
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Gambar 2.1. Pengeluaran Investasi
a  : I menggeser Z lewat proses multiplier (jangka pendek).
b : I menggeser S lewat pertambahan kapasitas produksi (jangka
panjang)
2.1.1. Konsep Marginal Efficiency of Capital (MEC)
Dalam teori makro Keynes keputusan apakah suatu Investasi akan
dilaksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan antara besarnya
keuntungan yang diharapkan (yang menyatakan dalam persentase satuan waktu
waktu) di suatu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga di pihak
lain. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar uang sebesar 2% setiap bulan
(atau 24% setahun), sedangkan keuntungan yang diharapkan sebesar 50%
maka investasi tersebut masih menguntungkan karena keuntungan (kotor)
yang diharapkan 50% jadi melebihi ongkos pendanaan dapat di katakan
50% - 24% = 26% pertahun untuk 10 tahun. Maka jika pengusaha tersebut
“rasional”, investasi tersebut akan dilaksanakan. Secara ringkas:
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1. Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari pada tingkat
bunga, maka investasi dilaksanakan.
2. Jika MEC lebih kecil dari pada tingkat bunga maka investasi tidak
dilaksanakan.
3. Jika MEC = tingkat bunga maka investasi bias dilaksanakandan bias juga
tidak
Dari uraian di atas, diketahui bahwa berapa tingkat pengeluaran investasi
yang diharapkan oleh para investasi di tentuakan oleh dua hal yaitu tinkat suku
bunga yang berlaku dan marginal efficiency of capital. Perilaku makro para
investor ini biasanya di ringkas dalam satu bentuk fungsi marginal  efficiency of
capital atau fungsi investasi.
Pendekatan Marginal Efficiency of Capital (MEC) adalah tingkat diskonto
yang menyamakan nilai sekarang sebuah proyek investasi dengan besarnya
modal yang diperlukan untuk ditanam dalam proyek investasi tersebut. Dalam
literatur ekonomi perusahaan, pendekatan ini disebut dengan Internal rate of
return. Fungsi MEC atau fungsi investasi ini menunjukkan hubungan antara
tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang
diinginkan oleh investor. Hubungan antara tingkat bunga dengan investasi
ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (Reksoprayitno, 1997).
Gambar 2.2. Fungsi Permintaan Investasi
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Pada situasi A dimana tingkat bunga yang terjadi adalah ro, maka investasi
yang ditanamkan adalah sebesar I0, apabila terjadi penurunan tingkat bunga
sehingga menjadi ri, maka harapan untuk mendapatkan keuntungan akan
meningkat. Membesarnya tingkat keuntungan yang diharapkan akan mendorong
pengusaha meningkatkan investasi, sehingga tingkat pengeluaran investasi akan
meningkat menjadi I1.
Tiga hal yang perlu digarisbawahi mengenai fungsi investasi pertama,
fungsi tersebut mempunyai slope yang negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga
semakin besar tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan (atau yang
direncanakan). Kedua, dalam kenyataannya fungsi semacam itu sulit untuk diperoleh
sebab posisinya sangat labil (mudah berubah dalam waktu yang singkat). Kelebihan
fungsi investasi ini akan segera bisa dipahami bila kita ingat bahwa posisinya
sangat tergantung pada nilai-nilai MEC nya yang merupakan suatu tingkat
keuntungan yang diharapkan oleh investor. Dan oleh karena didasarkan atas
harapan masa depan atau expectation (jadi atau dasar perhitungan yang
subyektif) maka MEC suatu proyek bisa saja berubah dari hari ke hari dan peka
terhadap kondisi sosial ekonomi-politik suatu negara. Misalnya adanya gejolak politik,
desas desus adanya tindakan devaluasi, pembatasan import, akan Iangsuug
merubah penilaian subyektif investor terhadap suatu proyek. Karena banyaknya
faktor-faktor yang bisa mempengaruhi MEC, maka posisi investasi akan sangat
mudah berubah Kelebihan fungsi investasi ini merupakan penjelasan teoritis dari
Keynes mengenai fakta yang disebutkan terdahulu yaitu bahwa dalam kenyataan
pengeluaran investasi (I) menunjukkan gejolak naik turun yang sulit diduga dari
waktu ke waktu. Kelebihan ini adalah suatu ciri yang membedakan I dengan
unsur-unsur agregat yang lain (C, G). Hal ketiga yang perlu ditekankan adalah
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hubungan antara investasi Keynes tersebut dengan kenyataan, khususnya
mengenai masalah tersedianya dana investasi. Teori Keynes didasarkan atas
anggapan bahwa pada tingkat bunga yang berlaku setiap investor bisa
memperoleh dana berapapun untuk membiayai proyek-proyek yang ia anggap
menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang membatasi jumlah yang ingin ia
investasikan hanyalah penilaian mengenai MEC mengenai proyek-proyek
yang terbuka baginya, dalam kenyataannya sering dijumpai keadaan yang
sebaliknya, yaitu begitu banyaknya proyek yang menguntungkan (MEC tinggi) tetapi
sulit untuk memperoleh dana untuk membiayai semuanya. Kesulitan untuk
memperoleh kredit dari Bank misalnya, mengakibatkan tingkat investasi yang
direalisasikan lebih kecil daripada tingkat investasi yang diinginkan.
2.2. Sumber Investasi
Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan
atau mempertahankan stok barang modal yang terdiri dari mesin, pabrik, kantor
dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi
(Mulyadi, 1990).
Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan
didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu (Jogiyanto,
2003). Selain itu investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran oleh sektor
produsen swasta untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa guna
penambahan stok barang dan peralatan perusahaan (Boediono, 1986).
Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa
depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang
paling mudah berubah. Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang
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dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi, meliputi
pengeluaran atau pembelanjaan untuk:
1. Seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang modal dan
membelanjakan untuk mendirikan industri-industri.
2. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan tempat tinggal.
3. Pertambahan dalam nilai stok barang-barang perusahaan yang berupa
bahan mentah, barang yang belum diproses dan barang jadi.
Sumber investasi dapat digolongkan menurut asalnya investor, yaitu:
Investasi domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan Investasi asing
(Penanaman Modal Asing).
Bagi negara sedang berkembang di dalam memupuk investasi
domestiknya masih banyak tergantung oleh bantuan asing. Hal ini dikarenakan
oleh tingkat tabungan yang rendah sebagai akibat dari pendapatan yang rendah.
Tabungan negara berkembang yang relatif kecil ini belum mencukupi kebutuhan
investasi dalam negerinya.
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Untuk lebih menjelaskan arus modal masuk ini dapat dilihat pada skema
berikut ini :
Gambar 2.3. Skema Arus Masuk Modal Dari Negara Maju (Donatur) ke
Negara Sedang Berkembang
2.2.1. Penanam Modal Dalam Negeri
Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam
pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang hal ini terjadi
dalam berbagai bentuk. Modal Investasi mampu mengurangi kekurangan
tabungan dan melalui pemasukan  peralatan modal dan bahan mentah, dengan
demikian menaikkan laju pemasukan modal. Selain itu tabungan dan investasi
Arus Masuk Modal Dari Negara



















yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan
teknologi.
Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal Investasi yang
membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi,
informasi  pasar, teknik-tekink produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain.
Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini
pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi Negara terbelakang.
Penanaman modal dalam negeri adalah investasi yang dilakukan oleh pihak atau
penduduk dalam negeri. Investasi ini bisa dilakukan oleh swasta maupun
pemerintah. Investasi dalam negeri (domestik) memiliki sumber dana dari
tabungan domestik dan hutang luar negeri. Apabila sumber domestik ini masih
kurang atau dengan kata lain tabungan domestik tidak mencukupi maka pihak
investor domestik dapat mencari alternatif pendanaan yang lain dari luar negeri.
2.2.2. Penanaman Modal Asing
Istilah Penanaman Modal Asing kita gunakan definisi dari IMF Balance of
Payment Manual (edisi ke empat), yang juga digunakan oleh Bank Indonesia.
Definisi tersebut adalah: “investasi langsung mengacu pada investasi untuk
memperoleh manfaat yang cukup lama dalam kegiatan perusahaan dalam suatu
perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut, sementara tujuan
penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam
pengelolaan perusahaan tersebut.” Istilah “manfaat yang cukup lama” tersebut
merupakan investasi yang pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan.
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Dalam definisi tersebut tidak termasuk investasi portofolio. Di Indonesia
investasi seperti ini masih sangat kecil dan modal pinjaman yang telah masuk ke
Indonesia dalam jumlah besar sejak tahun 1966 (Hill, 1991).
Dalam penanaman modal asing, pihak asing dalam memberikan bantuan
dana pada suatu negara biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu
sesuai tujuan mereka. Bantuan ini disalurkan melalui kerjasama, baik dalam
bentuk hutang maupun penanaman modal.
Pihak pemerintah untuk mendapatkan dana ini biasanya dalam bentuk
bantuan. Bantuan kepada pemerintah dari pihak asing sebenarnya merupakan
hutang luar negeri pemerintah. Negara-negara donatur terutama pihak swasta di
dalam pemberian pinjaman akan mempertimbangkan kondisi makro negara
debitur. Tujuan utama dari donatur asing ini adalah kepentingan laba atau
komersial. Apabila kerjasamanya ini menguntungkan maka donatur akan
memberikan bantuan atau hutang kepada debitur negara lain.
2.3. Arti Penting Penanaman Modal Asing
Salah satu ciri negara berkembang adalah “modal kurang” atau tabungan
yang rendah dan investasi yang rendah. Rata-rata investasi kotornya hanya
mencapai 5% sampai dengan 6% dari GNP, padahal untuk negara maju berkisar
antara 25% sampai dengan 20%. Laju pertumbuhan yang rendah ini sudah
barang tentu tidak cukup untuk menghadapi pertumbuhan penduduk mencapai 2-
2,5% per tahun, apalagi untuk investasi ke dalam proyek-proyek baru. Upaya
memobilisasi tabungan domestik melalui perpajakan dan pinjaman masyarakat
tidak cukup untuk meningkatkan laju pertumbuhan modal, malahan langkah
tersebut menyebabkan merosotnya standar daya konsumsi dan daya beli
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masyarakat, sehingga justru membuat masyarakat menderita. Dalam hal ini
kiranya PMA dapat membantu kekurangan tabungan domestik melalui peralatan
modal dan bahan mentah, sehingga menaikkan laju tabungan marjinal dan laju
pembentukan modal.
Keterbelakangan teknologi merupakan ciri lain dari negara berkembang.
Keterbelakangan teknologi ini terlihat pada biaya rata-rata yang tinggi serta
produktivitas modal dan buruh yang rendah, sebagai akibat rendahnya kualitas
buruh dan peralatan modal. Keterbelakangan ini terlihat pula pada rasio output
modal yang tinggi. Pemanfaatan modal asing tidak hanya akan mengatasi
masalah keterbelakangan teknologi dan kelangkaan modal, namun lebih jauh
dari itu akan membawa serta ketrampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman
organisasi, informasi pasar, teknik produksi yang maju serta pembaharuan dan
diversifikasi produk.
Penggunaan modal asing oleh negara berkembang dapat pula membantu
pembangunan-pembangunan yang sekaligus mengurangi kekurangan modal
overhead ekonomi yang sangat penting untuk lebih mempermudah investasi.
Seperti proyek jalan raya, sungai, bendungan, jalan kereta api ataupun
infrastruktur yang lain. Karena merupakan beban yang berat bagi negara
berkembang untuk membangun semua itu tanpa dukungan modal asing.
Demikian menurut Jhingan (1990), negara berkembang tidak sanggup
mengawali industri dasar dan industri kunci secara sendiri-sendiri. Sekali lagi
melalui modal asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin,
pabrik elektronika berat dan kimia, dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan
modal asing pada suatu industri akan dapat mendorong perusahaan setempat
dengan mengurangi biaya pada industri-industri lain yang dapat mengarah pada
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perluasan mata rantai industri terkait lainnya. Dalam hal ini modal asing akan
membantu mengindustrialisasikannya.
Selanjutnya dikatakan pula bahwa perusahaan swasta di negara
berkembang kurang berani melakukan usaha yang mengandung resiko, seperti
penggarapan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan penggarapan
daerah-daerah baru. Modal asing biasanya lebih berani menanggung semua
resiko dan kerugian yang timbul pada tahap perintisan. Dengan demikian, modal
asing membuka daerah-daerah baru dan membantu melibatgandakan sumber
alam dan menghilangkan ketidakseimbangan kawasan.
Modal asing dapat membantu menekan laju inflasi sebagai akibat
kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Disamping itu keuntungan lain
dari pemanfaatan modal asing adalah dapat membantu mengatasi kesulitan
neraca pembayaran yang dialami oleh negara berkembang akibat
tidak serasinya antara ekspor dan impor. Melalui modal asing negara
berkembang dapat memenuhi semua keperluan impornya pada saat yang sama
menghindarkan kesulitan dalam neraca perdagangan dan sekaligus menambah
devisa untuk membayar utang luar negeri.
2.4. Jumlah penduduk
Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal
ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah.
Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah.
Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan
kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada
pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran.
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Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian
harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk
memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan
kemerataan ekonomi (economic stability) melalui retribusi pendapatan (income
redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi
yang tinggi.
Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan
Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif
yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar
berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk
yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian
hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk
yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari
pembangunan ekonominya.
Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari
pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian
daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan
pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh
tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang
seperti kecakapan manajerial dan administrasi.
Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya
pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.
Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa
bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan
dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja
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mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja
(dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.
Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi adalah tenaga kerja.
Teori kependudukan menurut para ahli dikelompokkan menjadi tiga
kelompok. Kelompok pertama terdiri dari penganut aliran Malthusian. Aliran
Malthusian  dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, dan aliran Neo Malthusian
dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok kedua terdiri dari
penganut aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.
Kelompok ketiga terdiri dari pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang
merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada.
1. Aliran Malthusian
Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Maltus, seorang pendeta
Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Pada permulaan tahun
1798 lewat karangannya yang berjudul: “Essai on Principle of Populations as it
Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculations
of Mr. Godwin, M.Condorcet, and Other Writers”, menyatakan bahwa
penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada
pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan
cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya pertumbuhan
penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki-laki dan
perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa
untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju
pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju
pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap
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pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan
makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia.
2. Aliran Neo-Malthusians
Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus mulai
diperdebatkan lagi. Kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih
radikal disebut dengan kelompok Neo-Malthusianism. Menurut kelompok ini
(yang dipelopori oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich), pada abad ke-20 (pada
tahun 1950-an), dunia baru yang pada jamannya Malthus masih kosong kini
sudah mulai penuh dengan manusia. dunia baru sudah tidak mampu untuk
menampung jumlah penduduk yang selalu bertambah.
Paul Ehrlich dalam bukunya “The Population Bomb” pada tahun 1971,
menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini
sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua,
keadaan bahan makanan sangat terbatas; ketiga, karena terlalu banyak
manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang tercemar dan rusak.
2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pembangunan daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga
kerja, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri,
teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional dan kapasitas
pemerintah daerah. Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi digunakan untuk
menghubungkan perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya.
Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya sumberdaya
yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor
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swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah
tersebut (Arsyad, 1999). Masalah pokok dalam pembangunan daerah
terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang
didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous
development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia
kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Faktor penentu utama
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berkaitan langsung dengan
permintaan barang dan jasa dari luar daerah, lokasi dan tingkat pemberian subsidi
dan insentif.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
wilayah atau propinsi dalam satu periode terrtentu ditunjukkan oleh data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengertian PDRB dapat dilihat dari tiga
sudut pandang yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama, yaitu
(Arsyad, 1999):
a) Menurut cara produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produksi netto dari
barang dan jasa yang dihasilkan daerah datum jangka waktu tertentu
(satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam pengajian ini dikelompokan
menjadi sembilan kelompok lapangan usaha, yaitu : (i) pertanian; (ii)
pertambangan dan penggalian; (iii) industri pengolahan; (iv) listrik, gas dan
air bersih; (v) bangunan; (vi) perdagangan, hotel, dan restoran; (vii)
pengangkutan dan komunikasi; (viii) keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan; dan (ix) jasa-jasa.
b) Menurut cara pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang
diterima oleh berbagai faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu
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tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah,sewa tanah, bunga modal
dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung lainnya. Dalam pengertian
PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi diatas termasuk pula komponen
penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan
ini secara sektoral disebut Nilai Tambah Bruto.
c) Menurut cara pengeluaran, PDRB adalah sernua komponen permintaan akhir
seperti:(1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang
tidak mencari utang; (2) konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal
tetap domestik bruto; (4) perubahan stock; (5) ekspor netto.
Dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) ekspor netto
merupakan ekspor dikurangi impor. Dari ketiga pendekatan tersebut diatas, secara
konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumiah barang dan jasa akhir
yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah
bruto termasuk didalamnya balas jasa faktor produksi. Selanjutnya PDRB
seperti telah diuraikan diatas sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena
didalamnya mencakup komponen tidak langsung netto. Selanjutnya PDRB dapat
dikaji menjadi dua , yaitu (Arsyad, 1999) :
1. PDRB atas dasar harga berlaku
Jumlah nilai produk atau pengeluaran atau pendapatan yang dinilai
sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
2. PDRB atas dasar harga konstan
Jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas
dasar harga tetap suatu tahun tertentu, (misalnya tahun dasar 1983 dan
1993).
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Adapun manfaat perhitungan nilai PDRB, diantaranya (Arsyad, 1999):
1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian.
Dart perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah itu daerah
industri, pertanian atau jasa dan dan berapakah besar masing-masing
sektornya. Dengan bekal perhitungan ini maka dapat diketahui kemana
arah perekonomian suatu daerah bergerak berapa laju kecepatan
geraknya berapa besar dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran.
2. Membandingkan perekonomian dart waktu ke waktu
Oleh karena nilai PDRB dicatat setiap tahun, maka akan dipunyai
catatan angka dart tahun ke tahun sehingga dapat diperbandingkan
nilainya dari tahun ke tahun. dengan demikian diharapkan dapat
diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan, apakah ada perubahan
struktur atau tudak dan juga apakah ada pertambahan atau pengurangan
kemakmuran materiil atau tidak.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naik turunnya PDRB
menggambarkan secara jelas mengenai kondisi dari daerah atau regional yang
bersangkutan. Hal ini menyebabkan PDRB dijadikan salah satu acuan bagi para
investor untuk memahami kondisi dari daerah yang diinginkan.
Pada kenyataannya terdapat kaitan yang erat antara investasi dengan
pendapatan nasional. Investasi yang merupakan fungsi pendapatan nasional. Semakin
besar tingkat pendapatan nasional semakin besar pula pengeluaran investasi yang
dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan nasional,
seperti tercermin dalam PDB (untuk tingkat nasional) dan. PDRB ( tingkat regional)
maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal
domestik bruto. Secara prinsip hubungan antara pendapatan nasional dengan
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pengeluaran investasi dapat diuraikan sebagai berikut. Produsen (investor) akan
menanamkan modalnya jika proyek yang dilaksanakan menguntungkan. Salah
satu faktor yang menyebabkan sebuah investasi/proyek dapat diperkirakan
mendatangkan keuntungan ialah adanya permintaan akan barang dan jasa dari
masyarakat yang meningkat. Adapun peningkatan permintaan akan barang dan
jasa merupakan salah satu dampak dari adanya peningkatan pendapatan.
Dengan demikian adanya peningkatan pendapatan akan menimbulkan dampak
terhadap meningkatnya permintaan barang dan jasa yang diminta. Hal ini
sekaligus juga akan mengakibatkan meningkatnya meningkatnya jumlah proyek-
proyek yang dilaksanakan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan
pendapatan regional mencerminkan kemampuan masyarakat di dalam wilayah
tersebut untuk menyerap hasil produksi (ability to purchase), sehingga akan
merangsang para investor untuk meningkatnya investasinya. Disamping itu
tingginya pendapatan masyarakat juga mencerminkan kemampuan didalam
mengembalikan modal (ability to pay). Hal tersebut akan menarik investor untuk
menanamkan modalnya. Hal tersebut akan menarik bagi investor untuk
menanamkan modalnya dengan pertimbangan modal yang ditanamkan, di masa
yang akan datang bisa kembali (menguntungkan). Sehingga nampak jelas bahwa
pendapatan berpengaruh terhadap investasi baik PMA maupun PMDN.
2.6 Nilai Tukar (Exchange rate)
Teori tentang nilai tukar antara lain sebagai berikut:
1. Pendekatan perdagangan elastis terhadap pembentukan nilai tukar.
Pendekatan ini pembentukan nilai tukar ditentukan oleh kecilnya
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perdagangan barang dan jasa yang berlangsung diantara kedua Negara
tersebut. Menurut pendekatan ini, kurs equilibrium adalah kurs yang akan
menyeimbangkan nilai ekspor dan impor dari suatu Negara jika nilai impor
Negara tersebut lebih besar dari pada nilai ekspor.
2. Teori paritas daya beli (Purchasing Power Parity Theory)
Teori paritas daya beli merumuskan bahwa antara dua mata uang
adalah identik dengan rasio dari tingkat harga umum dari kedua negara
yang bersangkutan. Artinya, penurunan daya beli mata uang domestik
akan diiringi dengan depresiasi mata uangnya secara proposional dalam
pasar valas. Menurut teori ini, pasar valas berada pada kondisi
kesimbangan apabila semua deposito atau simpanan dalam berbagai
valas menawarkan tingkat imbalan yang sama.
3. Pendekatan Moneter (Monetery Approach)
Pendekatan moneter meneruskan bahwa nilai tukar tercipta dalam
proses penyamaan stok atau total permintaan atau penawaran mata uang
nasional masing-masing negara. Penawaran uang disuatu negara
diasumsikan dapat ditetapkan atau diciptakan secara independen oleh
otoritas moneter dari negara bersangkutan. Namaun sebaliknya,
permintaan uang sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan riil negara
tersebut atau harga-harga umum yang berlaku serta suku bunga dimana
pendapatan riil atau harga tertentu, suku bunga equilibrium terbentuk
pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran uang
yang ada disuatu negara.
4. Pendekatan Keseimbangan Portofolio (Portofolio Balance Approach)
Merumuskan bahwa nilai tukar mata uang sesungguhnya
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terbentuk dalam proses dan penyeimbangan stok atau permintaan dan
penawarab asset-asset finansial (dalam hal ini uang dipandang hanya
merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak jenis asset finalsial)
dalam setiap negara asumsi yang diperguanakan dalam pendekatan ini
adalah:
a. Obligasi domestik dan obligasi luar negeri sebagai subsitusi yang
tidak sempurna.
b. Memperhitungkan arti penting perdagangan (sektor riil).
Menurut pendekatan ini, kenaikan penawaran uang dinegara
domestik akan mendorong terjadinya kemerosotan dinegara yang
bersangkutan sehingga akan membuat para investor menukarkan obligasi
domestiknya menjadi mata uang domestik dan obligasi luar negeri.
Pembelian secara besar-besaran atas obligasi luar negeri itu dengan
sendirinya menimbulkan depresiasi atas mata uang domestik.
5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar
Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya
nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-
faktor tersebut adalah :
1. Laju inflasi relatif
Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam
bentuk barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta
asing, sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap
harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi
pergerakan kurs valuta asing. Misalnya, jika Amerika sebagai mitra
dagang Indonesia mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi maka
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harga barang Amerika juga menjadi lebih tinggi, sehingga otomatis
permintaan terhadap barang dagangan relatif mengalami penurunan.
b. Tingkat pendapatan relatif
Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam
pasar mata uang asing adalah laju pertumbuhan riil terhadap harga-
harga luar negeri. Laju pertumbuhan riil dalam negeri diperkirakan
akan melemahkan kurs mata uang asing. Sedangkan pendapatan riil
dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif
dibandingkan dengan supply yang tersedia.
c. Suku bunga relatif
Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktifitas dalam negeri menjadi
lebih menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar
negeri. Terjadinya penanaman modal cenderung mengakibatkan
naiknya nilai mata uang yang semuanya tergantung pada besarnya
perbedaan tingkat suku bunga di dalam dan di luar negeri, maka perlu
dilihat mana yang lebih murah, di dalam atau di luar negeri. Dengan
demikian sumber dari perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya
kenaikan kurs mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri.
d. Kontrol pemerintah
Menurut Madura (2003), bahwa kebijakan pemerintah bisa
mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal termasuk:
 Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing.
 Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri.
 Melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan
membeli mata uang.
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Alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang adalah:
 Untuk memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik
yang bersangkutan.
 Untuk membuat kondisi nilai tukar domestik di dalam batas-batas
yang ditentukan.
 Tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara.
 Berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku
bunga dan tingkat pendapatan.
e. Ekspektasi
Faktor kelima yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah
ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar
keuangan yang lain, pasar valas bereaksi cepat terhadap setiap berita
yang memiliki dampak ke depan. Dan sebagai contoh, berita mengenai
bakal melonjaknya inflasi di AS mungkin bisa menyebabkan pedagang
valas menjual Dollar, karena memperkirakan nilai Dollar akan menurun
di masa depan. Reaksi langsung akan menekan nilai tukar Dollar
dalam pasar.
Kemudian menurut Madura (2003), untuk menentukan perubahan nilai
tukar antar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang terjadi di negara yang bersangkutan yaitu selisih tingkat inflasi,
selisih tingkat suku bunga, selisih tingkat pertumbuhan GDP, intervensi
pemerintah di pasar valuta asing dan expectations (perkiraan pasar
atas nilai mata uang yang akan datang).
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2.7. Perkembangan Inflasi di Indonesia
Menurut pernyataan Sukirno (1997) definisi dari inflasi adalah sebagai
suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.
Sedangkan tingkat inflasi dapat diartikan sebagai persentase kecepatan kenaikan
harga-harga dalam suatu.tahun tertentu. Tingkat inflasi berbeda dari suatu periode ke
periode lainnya dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Tingkat
inflasi dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Tingkat inflasi ringan
Yaitu tingkat inflasi yang mencapai dibawah 10 persen dalam setahun.
2. Tingkat inflasi sedang
Yaitu tingkat inflasi yang mencapai antara 10-30 persen dalam setahun.
3. Tingkat inflasi berat
Yaitu tingkat inflasi yang mencapai 30-100 persen dalam setahun.
4. Hiperinflasi
Yaitu tingkat inflasi yang mencapai di atas 100 persen dalam setahun.
Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya inflasi dibedakan. kepada
hal-hal berikut ini :
1. Inflasi tarikan permintaan
Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu
dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang terwujud dalam pasar.
Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada
kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada
ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja
penuh dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan pesat.
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2. Inflasi desakan biaya
Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam
perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi.
Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan
menaikkan harga, walaupun mereka mereka harus mengambil resiko akan
menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang
diproduksikannya. Kerap kali inflasi desakan biaya berlaku pada ketika
perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat perggunaan tenaga kerja
penuh yaitu pada ketika perekonomian menghadapi masala kekurangan
tenaga kerja.
Inflasi membawa dampak yang buruk kepada perekonomian, dimana
inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi
pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh
kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan
keuntungan akan menggalakkan mvestasi dimasa datang dan ini akan mewujudkan
percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila inflasi menjadi lebih serius
keadaannya, perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan.
Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah pernah
rnengalami inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi akan
menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.
Prospek pembangunan ekonomi jangka paniang akan menjadi semakin
memburuk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan
menjadi bertambah besar apabi!a tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut
cenderung mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan dan
menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
37
Untuk rnewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil terlebih dahulu ekonomi
harus distabilkan dan ini termasuk usaha menstabilkan harga-harga.
Menurut Djojohadikusumo (1994), dalam dua dasawarsa terakhir bila diamati
maka dorongan terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam
perekonomian Indonesia secara spesifik disebabkan oleh beberapa faktor utama.
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kenikan harga barang dan jasa meliputi:
a. Devaluasi
b. Kenaikan gaji pegawai negeri
c. Kenaikan harga BBM
d. Kenaikan tarif listrik
Garnbar 2..4
Grafik Teori Inflasi
Q 2 Q 1 Q f e Y
Sumber: Todaro (1984)
Bermula pada harga P1 dan Q fe, kenaikan biaya produksi
(disebabkan karena tuntutan kenaikkan upah buruh), maka akan menggeser kurva
penawaran agregat dari AS 1 ke AS2. Konsekwensinya harga naik menjadi P2 dan
produksi turun menjadi Q1, kenaikkan harga selanjutnya akan menggeser kurva
AS menjadi AS3, harga naik dan produksi turun menjadi Q2. Proses ini akan
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berhenti apabila AS tidak lagi bergesar katas. Proses semacam ini sering dibarengi
dengan turunnya produksi. Sehingga inflasi dengan asumsi terjadinya dari sisi
penawaran akan menurunkan produksi. Turunnya produksi akan diikuti dengan
turunnya investasi.
Inflasi di Indonesia dalam perkembangan dari tahun ke tahun selama
periode penelitian terlihat cukup bergejolak. Menurut Anwar Nasution, penyebab
inflasi yang tinggi terutama adalah terjadinya masa paceklik bahan pangan akibat
musim kemarau yang berkepanjangan yang disertai oleh peningkatan harga
barang ekspor non minyak pada tahun 1998, meningkatnya pemasukan
modal/pinjaman swasta dari luar negeri dan berlipat gandanya penerimaan
minyak akibat peningkatan harga minyak pada pasaran dunia.
Dalam rangka mengatasi laju inflasi yang demikian tinggi,
pemerintah mengeluarkan kebijakan anti inflasi dalam bentuk Paket Anti Inflasi
yang menyangkut segi permintaan dan penawaran (demand management policy
and supply side). Di bidang pengelolaan permintaan dilakukan berbagai
kebijakan perkreditan dalam negeri, kebijakan dana, kebijakan penanaman
modal dan kebijakan anggaran belanja. Sedang dari sisi penawaran, dilakukan
program cadangan nasional, kebijakan perdagangan dalam negeri dan program
pengadaan pangan. Akibat adanya paket kebijakan tersebut laju inflasi di
Indonesia turun cukup pesat pada beberapa tahun berikutnya.
2.8. Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang
muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya
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komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga
komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan
tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta
revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam
sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu
abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang
kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan
beberapa negara seperti Indonesia (wiki.org)
Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat
digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat
diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat
terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan,
hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh
SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam,
penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.
SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena
penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila
digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan
berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses
yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat
terbatas., minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa
hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan
berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama
jutaaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut
menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut.
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Riau adalah salah satu provinsi kaya di Nusantara. Hampir semua
kekayaan alam dimiliki provinsi ini. Di dalam perut buminya terkandung minyak
bumi, batubara, emas, timah dan bahan tambang lainnya. Sementara di atasnya
terhampar kekayaan hutan, perkebunan dan pertanian dalam arti luas.
Perkembangan pertambangan umum di Provinsi Riau relatif cukup pesat,
ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang ini yang ikut
serta dalam mengusahakan beberapa hasil pertambangan antara lain bahan
galian pasir laut, granit, bauksit, timah, emas, batubara, gambut, pasir kwarsa
dan andesit.
Disamping minyak bumi, batu bara dan gambut, Provinsi Riau juga
memiliki potensi pertambangan lainnya yang tidak kalah banyak jumlahnya.
Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah Daerah mengelola potensi yang ada
tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
2.9. Hubungan Antara Variabel-Variabel Independen dengan Variabel
Dependen
Hubungan antara variabel dependen (PMA) dengan variabel-variabel
independen yang meliputi: Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, tingkat nilai tukar
(exhange rate), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sumber daya alam
(SDA) adalah sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis
Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili
kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Berbicara jumlah penduduk
berarti kualitas sumber daya manusia yang menjadi topik pembicaraan bila
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dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas
akan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang
rendah menghambat pembangunan. Hal itu dapat menyebabkan produktivitas
manusia rendah padahal SDM berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk
mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih
tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga
menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas
penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk
memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk
menentukan seberapa besar produktivitas yang ada bisa diperoleh.
Penduduk yang besar pada satu sisi dapat memdorong pembangunan
karena, pertama, perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja
dari masa ke masa. Selanjutnya jika pertambahaan penduduk disertai pemberian
pendidikan dapat dimungkinkan Indonesia memperoleh bukan saja tenaga kerja
yang ahli tapi juga terampil, terdidik, dan entrepreneur yang berpendidikan.
Dorongan lain yang timbul adalah perluasan pasar, Indonesia memiliki pasar
yang luas. Luas pasar barang-barang dan jasa ditentukan oleh dua factor, yaitu
pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Maka apabila penduduk
bertambah dengan sendirinya luas pasar akan bertambah. Karena peranannya
ini, maka perkembangan penduduk akan merupakan perangsang bagi sector
produksi untuk meningkatkan kegiatannya. Dan akhirnya, pertambahan
penduduk dapat menciptakan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan
akhirnya meningkatkan produktivitas.
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2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu
wilayah atau kabupaten, dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-
masing total produksi bruto dari tiap-tiap kegiatan, sub sektor atau sektor dalam
jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut
dikelompokkan menjadi lapangan usaha yaitu :
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Penyewaan dan Jasa-jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa lain termasuk pelayanan pemerintah
Pada kenyataan terdapat kaitan yang sangat erat antara investasi dengan
pendapatan dalam suatu daerah tertentu. Terdapat hubungan yang positif
apabila pendapatan naik maka pengeluaran investasi juga akan naik. Begitu pula
sebaliknya. Meningkatnya pendapatan suatu daerah (PDRB) mempunyai
tendensi meningkatnya permintaan akan barang dan jasa konsumsi, yang berarti
akan memerlukan produksi barang-barang dan jasa konsumsi yang lebih banyak.
Ini berarti memerlukan modal yang sudah ada maupun menambah proyek
investasi. Dengan demikian meningkatnya tingkat pendapatan mengakibatkan
meningkatnya jumlah proyek investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat.
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3. Nilai Tukar
Kegiatan perdagangan internasional dalam kenyataanya tidak
sesederhana perdagangan domestik yang hanya interaksi antar masyarakat
dalan Negara untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa dengan alat
pembayarannya menggunakan mata uang sendiri. Dalam perdagangan
internasional transaksi jual beli barang terjadi antar masyarakat suatu negara
dengan masyarakat negara lain yang menghendaki pembayaran dalam mata
uang masing-masing yang satu sama lain saling berbeda, atau paling tidak
dalam mata uang tertentu yang dapat diterima secara internasional seperti Dollar
AS, Poudsterling, yen dan lain-lain yang  keberadaanya tersebut dibanyak
negara tetapi yang paling banyak digunakan yaitu Dollar AS sehingga Dollar AS
mendapat julukan sebagai mata uang penggerak yaitu mata uang terkemuka
yang diguanakan sebagai satuan nilai kontrak internasional antara pihak-pihak
yang bukan merupakan pendukung dari negara pencetak uang tersebut. Hal ini
didukung oleh peran Amerika Serikat yang begitu penting dalam perekonomian
dunia yaitu sebagai puat perdagangan.
Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional, pertukaran antar satu
mata uang dengan mata uang lain menjadi hal yang penting untuk memperoleh
transaksi jual beli barang dan jasa. Dari pertukaran ini terdapat perbandingan
nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut dan inilah yang disebut dengan
nilai tukar atau exchange rate. Jadi secara umum nilai tukar dapat diartikan
sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang asing atau harga mata uang
luar negeri terhadap mata uang domestik.
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4. Tingkat Inflasi
Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk
menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1994). Adapun berbagai
cara untuk menggolongkan jenis atau macam inflasi, berdasar lajur
kecepatannya inflasi dibagi ke dalam:
a. Inflasi lunak (mild inflation) atau creeping inflation, umumnya kurang dari
5% setahun dianggap sehat untuk perkembangan ekonomi.
b. Inflasi cepat (galloij inflation), umumnya 5% atau lebih setahun.
c. Inflasi meroket (hyper inflation), umumnya di atas 100% setahun.
Inflasi cepat apalagi inflasi meroket dirasa meresahkan masyarakat maka
pemerintah berusaha untuk membendungnya. Berdasarkan pada sumber
penyebabnya inflasi dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Inflasi permintaan (demand-pull inflation)
Inflasi permintaan ini timbul sebagai akibat dari meningkatnya
permintaan agregatif. Kenaikan harga barang akhir (output) mendahului
kenaikan harga barang-barang input dan faktor produksi seperti upah
dan sebagainya.
b. Inflasi penawaran (cost-push inflation)
Merupakan inflasi yang timbul sebagai akibat berkurangnya penawaran
agregatif. Kenaikan harga barang-barang input dan faktor produksi
mendahului kenaikan barang-barang akhir atau output.
c. Inflasi Campuran (mixed inflation)
Adalah inflasi yang unsur penyebabnya berupa campuran antara
demand-pull dan cost-push, yang secara harafiah dapat kita
terjamahkan dengan tarikan permintaan dan dorongan biaya.
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Pengaruh dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga
output tidak berbeda, tetapi dari segi volume output ada perbedaan. Dalam kasus
demand inflation biasanya ada kecenderungan bagi output menaik bersama-
sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini
tergantung kepada elastisitas kurva aggregate supply; semakin mendekati output
semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus cost inflation biasanya
kenaikan harga dibarengi dengan penurunan hasil penjualan barang (kelesuan
usaha/investasi).
Munculnya tekanan inflasi pada suatu negara sedang berkembang adalah
tak terelakkan, lantaran adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan
penawaran barang-barang domestik, menyusul permulaan program investasi
negara dalam jumlah besar. Apabila keadaaan ekonomi suatu negara tidak
menentu dimana inflasi yang terjadi meningkat tajam maka dapat mendorong
investor asing menanamkan modalnya dalam jumlah yang lebih besar. Dengan
kata lain, penanaman modal asing berbanding lurus dengan kenaikan inflasi.
5. Sumber Daya Alam
Riau kaya akan sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di
perut bumi, berupa minyak dan gas bumi, emas, dan lain-lain. maupun
kekayaan hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya.
Seiring otonomi daerah, kekayaan tersebut bertahap mulai disalurkan secara
penuh ke daerah (tidak sepenuhnya diberikan ke pusat) lagi. Aturan baru dari
pemerintahan reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban
penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan
sekitar.
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Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan
yang erat, dimana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang
pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut
justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan
sumber daya alamnya seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi
yang rendah. Kasus ini dalam bidang ekonomi sering pula disebut Dutch
disease. Hal ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber
pendapatan besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih
rendah daripada negara-negara yang bergerak di sektor industri dan jasa. Di
samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak
memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya. Korupsi, perang saudara,
lemahnya pemerintahan dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari
perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Untuk mengatasi hal
tersebut, diperlukan pembenahan sistem pemerintahan, pengalihan investasi dan
penyokongan ekonomi ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi
dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam.
Kekayaan alam Propinsi Riau yang utama dan menjadi andalan bukan hanya
bagi daerah tetapi secara nasional adalah minyak bumi. Propinsi Riau
menghasilkan lebih kurang 50 persen dari seluruh produksi minyak bumi
Indonesia. Selain masih ada kemungkinan penemuan cadangan baru, produksi
minyak bumi diusahakan dengan mengoptimalkan pengurasan cadangan yang ada
dengan cara "Enhanced Oil Recovery". Selain itu Propinsi Riau memiliki
berbagai kekayaan bahan tambang lain seperti bauksit di Pulau Bintan, batu bara
yang tersebar di Rokan, Logas Peranap, dan Cerenti, dan gambut, serta bahan
galian, seperti bate granit, pasir, pasir kuarsa, dan tanah fiat yang tersebar di
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seluruh wilayah propinsi.
Berbagai industri di Propinsi Riau seperti antara lain industri pengolahan
hasil hutan dan industri hasil pertanian, yang meliputi minyak sawit, rotan, kayu
lapis, crumb rubber, udang beku, ataupun industri dengan kadar ilmu
pengetahuan dan teknologi tinggi, seperti industri pertambangan minyak dan gas
bumi,  industri perkapalan, industri mesin-mesin, dan manufaktur, berpotensi
untuk dikembangkan. Pengembangan industri yang menggunakan teknologi
madya dan tinggi tersebut dapat melibatkan serta memanfaatkan kehadiran
perusahaan-perusahaan transnasional (penanaman modal asing) yang ada di
propinsi ini.
2.10. Penelitian Terdahulu
Linda (2007) dalam penelitiannya ingin mengetahui besarnya pengaruh
investasi (PMA dan PMDN) terhadap PBRB, dimana investasi juga menyerap
sejumlah tenaga kerja sehingga lebih produktif. Metode analisi yang digunakan
adalah OLS menggunakan data sekunder time series 1984-2005. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PDRB Sumut dipengaruhi 3 sektor utama yaitu pertanian,
industry, perdagangan, hotel dan restoran. Secara parsial, hasil analisis
menunjukkan bahwa investasi PMA dan PMDN tahun sebelumnya dan jumlah
tenaga kerja berpengaruh siginifikan terhadap terhadap PDRB Sumatera Utara.
Basuki dan Soelistiyo (1997) mengadakan kajian tentang pengaruh
penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi dan sekaligus
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi investasi penanaman modal asing
di Indonesia. Persamaan pertama diestimasi dengan persamaan simultan dan
diselesaikan dengan metode kuadrat terkecil dua tahap, sementara itu
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persamaan kedua diestimasi dengan metode terkecil satu tahap (OLS).
Kesimpulan dan hasil penelitiannya adalah faktor nilai tukar dolar terhadap
rupiah, tenaga kerja terdidik, sumbangan sektor manufaktur dalam PDRB, dan
tersedianya prasarana berpengaruh kuat dan positif terhadap besarnya arus
modal asing ke Indonesia, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh kuat dan
negatif.
Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2006) menunjukkan bahwa
variabel pengeluaran pemerintah (rutin) dan investasi swasta berpengaruh postif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah α = 10% akan tetapi
variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja
berpengaruh postif namun tidak signifikan. Pada akhirnya peran pemerintah
daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan
variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu
meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dedy Sutrisno (2008) dalam
penelitiannya ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa PDRB Propinsi Jawa
Tengah sangat fluktuatif dan nilainya jauh tertinggal dibandingkan dengan
propinsi lain di Pulau Jawa dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini
menggunakan data runtut waktu tahun 1985-2006 dan menggunakan analisis
regresi “Ordinary Least Square” (OLS) dengan bantuan perangkat lunak SPSS
11.5. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi
swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak
positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi
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menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis
dan memberi arah yang negatif.
Firmansyah dan Jamli (1998) dalam penelitiannya lebih tertarik untuk
mengkaji variabel makro ekonomi yang mempengaruhi keinginan investor
untuk melaksanakan penanaman modal, variabel makro ekonomi tersebut
adalah suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs dan tingkat inflasi. Dan
hasil kajiannya terhadap besaran-besaran makro ekonomi tersebut
disimpulkan bahwa parameter penaksir untuk tingkat suku bunga, inflasi dan
kurs bertanda negatif, walaupun uji statistik untuk variabel inflasi tidak
signifikan, namun untuk tingkat suku bunga signifikan pada derajat
kepercayaan 10 persen, demikian pula untuk variabel nilai tukar ternyata
menunjukkan tingkat signifikan pada derajat 10 persen. Untuk variabel yang
mempunyai koefisien arah positif seperti tingkat pertumbuhan ekonomi ternyata
tidak menunjukkan hubungan yang nyata dengan keinginan untuk melakukan
investasi.
Kustituanto dan Istikomah (1999), dalam penelitiannya mengkaji
variabel makro ekonomi yang mempengaruhi peranan penanaman modal asing
(PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, variabel tersebut adalah
bantuan luar negeri dan tabungan domestik. Metode estimasi yang dip
ergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan model dinamis,
yaitu dengan menggunakan uji kointegrasi dan uji model koreksi kesalahan (ECM -
Error Correction Model). Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap variabel-
variabel tersebut disimpulkan bahwa, bantuan luar negeri berpengaruh
terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang, investasi asing tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang -
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hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (a) risk country yaitu pasar domestik
yang kecil sehingga menyebabkan rate of return dari modal rendah dan kurang
tersedianya fasilitas pendukung, seperti transportasi, tenaga kerja terampil, dan
teknologi, (b) pengembangan penanaman modal asing di Indonesia masih
terhambat oleh rumitnya proses pengurusan izin-izin akibat birokrasi yang
berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan koordinasi antar departemen yang
terkait, (c) masih minimnya informasi tentang sumber-sumber dana dari
sektor perbankan yang dapat mendukung pembiayaan proyek, (d) rendahnya
kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (e) tabungan domestik
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam
jangka panjang.
Kodoatie (1998) mengadakan kajian tentang analisis FDI (investasi
penanaman modal asing) di Indonesia dari tahun 1971-1994 dan sekaligus
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi investasi penanaman modal asing di
Indonesia. Untuk maksud tersebut dipergunakan pendekatan dengan log- linear
model, didapatkan hasil bahwa investasi PMA merupakan faktor yang penting
bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu juga faktor nilai tukar rupiah
terhadap uang asing, pertumbuhan upah buruh. Untuk meningkatkan
pertumbuhan PMA di Indonesia salah satu faktor penting adalah
penyederhanaan birokrasi perijinan, nilai tukar rupiah, sarana dan prasarana
serta promosi investasi.
Prawatyo (1994), menganalisis pengaruh variabel-variabel Produk
Domestik Bruto PDB), Impor Barang Modal dan Bahan Baku (MB, MBB),
ditingkat sukubunga didalam negeri (SBD), jumlah uang yang beredar (JUB),
pengeluaran pemerintah (PP),  serta kebijaksanaan deregulasi pemerintah (D)
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terhadap investasi swasta (PMDN + PMA). Dari penelitian tersebut di peroleh
hasil sebagai berikut: variabel (PDB) berpengaruh secara nyata terhadap
investasi swasta di Indonesia. Variabel impor barang modal dan bahan baku
tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta. Hal tersebut disebabkan karena
nilai impor sesungguhnya sudah tercakup di dalam Produk Domestik Bruto.
Sedangkan tingkat suku bunga dalam negeri berpengaruh secara negatif dan
elastis terhadap investasi swasta tanah air. Sebaliknya kenaikan suku bunga di
luar negeri akan berdampak positif bagi investasi swasta di Indonesia. Dan
ternyata pemerintah masih berperan penting sebagai motor penggerak investasi
di Indonesia, hal ini di tunjukan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah yang
signifikan mempengaruhi investasi swasta.
Dalam penelitian Ang, 2008 tentang Determinants of foreign direct
investment in Malaysia dengan menggunakan data time series tahunan untuk
periode 1960-2005, penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor penentu investasi
penanaman modal asing (PMA) untuk Malaysia. PMA telah dipandang sebagai
pendorong utama yang mendasari pertumbuhan yang kuat terhadap kinerja yang
dialami oleh perekonomian Malaysia. GDP riil memberikan dampak positif yang
signifikan terhadap arus masuk PMA. Adanya bukti bahwa tingkat pertumbuhan
PDB memberikan sebuah dampak positif kecil pada investasi PMA. Dari sudut
pandang kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tingkat
perkembangan keuangan, pembangunan infrastruktur, dan keterbukaan
perdagangan mempengaruhi PMA. Di sisi lain, undang-undang terhadap
tingginya tingkat pajak perusahaan dan apresiasi nilai tukar riil berdampak negatif
terhadap arus masuk PMA. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa makroekonomi
yang lebih tinggi ketidakpastiannya sangat menginduksi arus masuk PMA.
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Investor lebih tertarik terhadap tingginya tingkat pertumbuhan PDB
perekonomian Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan
ekonomi yang kuat tetap diperlukan bagi Malaysia untuk menarik arus masuk
PMA meskipun efeknya agak ringan. Pembangunan infrastruktur membawa
elastisitas jangka panjang positif, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan
infrastruktur dasar yang memadai adalah alat yang efektif untuk merangsang
arus masuk PMA. Penyediaan dukungan infrastruktur dapat meningkatkan
produktivitas modal dan memperluas ketersediaan sumber daya secara
keseluruhan.
Keterbukaan perdagangan memberikan kontribusi positif terhadap arus
masuk PMA. Adanya liberalisasi yang cukup lebih pada sektor perdagangan
memberi iklim kondusif untuk penanaman modal asing. Sementara itu,
ketidakpastian ekonomi makro tampaknya untuk mendorong arus masuk PMA.
Investor untuk melakukan investasi secara signifikan lebih besar dalam hal mata
uang domestik.  Kenaikan tarif pajak perusahaan berpengaruh negatif terhadap
arus masuk PMA dengan argumen bahwa menurunkan tarif pajak korporasi
adalah instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan arus PMA.
Penelitian yang dilakukan Osakwe mengkaji mengenai kinerja, pengaruh,
dan prospek untuk PMA di Afrika. Dalam kajiannya, faktor-faktor seperti
ketidakstabilan politik dan ekonomi makro, rendah pertumbuhan ekonomi,
infrastruktur yang lemah, kurangnya manajemen dalam tata kelola, peraturan
lingkungan yang tidak ramah, dan strategi investasi yang disalahpahami, yang
diidentifikasi sebagai penyebab dalam melemahnya arus PMA. Makalah ini
menekankan bahwa kebutuhan untuk peningkatan perdagangan dan investasi
antara Afrika dan Asia. Hal ini juga berpendapat bahwa negara-negara di
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kawasan itu harus memberi perhatian lebih pada peningkatan hubungan dengan
investor yang ada dan menawarkan mereka insentif untuk membantu dalam
memasarkan peluang investasi domestik ke investor asing yang potensial.
Sehubungan dengan beberapa daerah di dunia, tingkat pertumbuhan
output per kapita riil di Afrika pasar rendah. Hal ini membuat sulit bagi
perusahaan asing untuk mengeksploitasi skala ekonomi dan sehingga
menghambat masuknya PMA. Elbadawi dan Mwega dalam Ang (2008),
menunjukkan bahwa ekonomi pertumbuhan merupakan penentu penting dari
mengalirnya PMA ke suatu wilayah.
Tidak adanya infrastruktur pendukung yang memadai, transportasi listrik
pasokan telekomunikasi, dan tenaga kerja terampil, menghambat investasi asing
karena meningkatkan biaya transaksi. Selain itu, infrastruktur yang buruk
mengurangi produktivitas investasi sehingga mengecilkan arus masuk PMA.
Asiedu dan Morrisset dalam Ang (2008) memberikan bukti bahwa infrastruktur
yang baik memiliki dampak positif pada aliran PMA ke Afrika.
Meskipun ada catatan suram terhadap PMA negara-negara Afrika, ada
ruang untuk optimisme karena baru-baru ini perkembangan di wilayah tersebut
dalam beberapa tahun terakhir menandakan perubahan dalam sikap lebih
terbuka terhadap aliran PMA. Optimisme bahwa akan ada perbaikan meskipun
sederhana dalam mengalirnya PMA ke wilayah tersebut dalam jangka menengah
dan jangka panjang karena sebagai berikut:
 Kebijakan PMA di Afrika meningkatkan - keuntungan repatriasi di sebagian
besar negara, pajak insentif yang biasa, ada peningkatan jumlah industri
terbuka untuk PMA, privatisasi dan liberalisasi perdagangan yang
mendapatkan penerimaan di wilayah tersebut. Perkembangan ini akan
memperbaiki iklim investasi.
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 Ada perbaikan dalam infrastruktur telekomunikasi dalam program privatisasi
dan hal ini telah mengurangi biaya transaksi.
 Penghentian permusuhan di sejumlah negara di Afrika dan peningkatan
jumlah rezim demokratis. Hal ini akan mengurangi ketidakstabilan politik dan
meningkatkan arus PMA.
 Tahun 2004 ‘‘AGOA Acceleration Act’’ Percepatan undang-undang negara
penghasil hibah tekstil dalam mengakses pasar Amerika Serikat, sehingga
kemungkinan memberi peningkatan PMA di negara-negara yang





Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan tujuan yang hendak
dicapai, maka alur pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3.1: Bagan kerangka pikir faktor-faktor yang mempengaruhi PMA
di Provinsi Riau
Bagan diatas menunjukkan bahwa ada keterikatan searah antara variabel yang
masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing. Faktor
atau variabel yang masuk dalam kajian ini secara apriori memberikan
kecenderungan pengaruh terhadap variabel penanaman modal asing. Secara
teori ekonomi khususnya ekonomi makro, variabel yang disebutkan di atas
mempunyai kecenderungan yang sama dalam hal memberi kontribusi dalam
penanaman modal asing. Untuk memberi jawaban atas faktor-faktor tersebut
maka dirancang sebuah hipotesis (kesimpulan awal) dan dilanjutkan dengan










regresi berganda. Pembahasan dari hasil analisis tersebut akan menjawab
apakah faktor-faktor yang disebut sebagai variabel jumlah penduduk, PDRB, nilai
tukar, inflasi dan sumber daya alam mampu memberikan kontribusi signifikansi
atas variabel penanaman modal asing.
Faktor yang masuk dalam variabel penelitian ini merupakan variabel yang
mampu mempengaruhi sebuah kajian yang dimaksud mengingat kajian terdahulu
yang sejenis mampu menerangkan bahwa faktor dependen banyak dipengaruhi
oleh faktor yang masuk dalam model persamaan regresi berganda nantinya.
Untuk memenuhi unsur kerangka pikir yang komprehensif dapatlah dijelaskan
beberapa variabel yang masuk dalam penelitian ini antara lain:
a) Jumlah penduduk dapat dipandang sebagai sumber daya yang mendorong
adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi manakala diberi peluang untuk
mengembangkan diri dan menciptakan aktifitas perekonomian yang baik.
Mengingat sumber daya manusia akan berkontribusi positif apabila
ketrampilan dan keahlian dimiliki oleh tenaga kerja produktif tersebut.
b) Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator yang
seringkali dijadikan sebagai faktor yang menjadi isu-isu dalam lingkup
ekonomi makro. Kecenderungan faktor PDRB terhadap penanaman modal
asing adalah saling selaras artinya besarnya nilai PDRB menjadi aspek
pendorong masuknya investor asing menanamkan modalnya di wilayah
tersebut.
c) Besarnya nilai tukar dalam hal ini nilai tukar rupiah terhadap dolar (US$) juga
merupakan aspek yang mampu memberi ketertarikan investor menanamkan
modalnya di wilayah tersebut. Hal ini cukup beralasan karena nilai tukar
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menjadi pedoman bagi investor asing berniat menanamkan modalnya di
wilayah tertentu.
d) Tingkat inflasi menjadi pedoman bagi pegiat ekonomi untuk melakukan
aktiftas ekonominya. Inflasi di negara berkembang sangat fluktuatif sehingga
kecenderungan tersebut yang menyebabkan investasi saling menunggu
untuk memperoleh prediksi yang tepat dalam melakukan investasinya.
e) Besarnya sumber daya alam (SDA) merupakan faktor penentu bagaimana
suatu daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan
adanya sumber daya alam yang potensial maka diharapkan mampu menarik
penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan
adanya faktor penarik ini maka investasi mampu mendorong perekonomian
daerah menuju yang lebih baik lagi.
Dengan demikian, berdasarkan latar belakang, kajian terdahulu dan perolehan
data di lapangan maka penelitian ini kemudian menyimpulkan sementara
(membuat hipotesis) untuk menjawab permasalahan penelitian yang dimaksud.
3.2. Hipotesis
Berdasarkan perumusan masalah, teori yang ada, tujuan penelitian
dengan memperhatikan kejadian empiris maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah:
1. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penanaman modal asing.
2. Diduga PDRB Provinsi Riau berpengaruh positif terhadap penanaman
modal asing.
3. Diduga nilai tukar berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing.
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4. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
penanaman modal asing.
5. Diduga Sumber Daya Alam (SDA) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penanaman modal asing.
3.3. Definisi Operasional Variabel
Investasi pada umumnya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik
yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, namun dengan pertimbangan agar
analisis lebih terarah dan mudah, maka peneliti menetapkan faktor-faktor yang
menentukan tingkat investasi di Provinsi Riau, adalah jumlah penduduk, PDRB,
besarnya nilai tukar, tingkat inflasi dan sumber daya alam.
Dengan demikian berarti penanaman modal asing merupakan variabel
dependen, sedangkan jumlah penduduk, PDRB, besarnya nilai tukar, tingkat
inflasi dan sumber daya alam masing-masing merupakan variabel independen.
a. Definisi Penanam Modal berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, yaitu “Penanam Modal Asing adalah Kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri”. Besarnya penanaman modal asing yang
digunakan dalam penelitian ini adalah besarnya nilai penanaman modal
asing yang telah disetujui dan terdaftar di Provinsi Riau.
b. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis
Indonesia khususnya provinsi Riau selama enam bulan atau lebih dan atau
mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
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c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu
wilayah atau kabupaten, dengan cara mengurangkan biaya antara dari
masing-masing total produksi bruto dari tiap-tiap kegiatan, sub sektor atau
sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB adalah
salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
wilayah atau kabupaten, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan.
d. Tingkat inflasi menunjukan biaya opportunies memegang uang dibandingkan
apabila uang itu dalam bentuk barang karena adanya penurunan nilai uang
(daya beli) akibat inflasi. Tingkat inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia dalam menanamkan modalnya
para investor melihat tingkat inflasi tidak hanya pada suatu daerah, tetapi
pada tingkat inflasi nasional, karena akan mengetahui keadaan
perekonomian suatu negara tersebut.
e. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau
nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya.
f. Sumber daya alam adalah besarnya potensi kekayaan alam yang mampu
menggerakkan perekonomian suatu wilayah dan di miliki oleh wilayah
tersebut untuk mendorong terciptanya aktifitas ekonomi dan mendorong
pertumbuhan wilayah yang lebih baik. peneliti membatasi sumber daya
alam (SDA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya




4.1. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dan yang digunakan adalah:
a. Studi kepustakaan
Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan melalui studi
kepustakaan.
b. Metode penelitian lapangan
Dalam melengkapi data peeliti mengadakan penelitian lapangan. Hal ini
dilakukan untuk memenuhi data yang dimaksud dengan melakukan
kunjungan ke BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Riau, BAPEDA Provinsi
Riau dan institusi terkait lainnya.
Data yang dimaksud adalah data series selama periode penelitian yaitu data
periode tahun 1984 sampai tahun 2009.
4.2. Metode analisis data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif
Yaitu metode analisis dengan cara mendeskripsikan penulisan variable-
variabel yang berhubungan dengan permasalahan. Maksud dengan




Yaitu metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka,
dan menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan
untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti.
Analisis kuantitatif yang dimaksud yaitu analisis regresi linier berganda untuk
mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel bebas)
terhadap variabel dependen (variabel terikat). Secara fungsional model
tersebut dapat ditulis sebagai berikut:





































Y = Besarnya penanaman modal asing (juta rupiah)
X
1
= Jumlah penduduk (orang)
X
2
= PDRB harga konstan (juta rupiah)
X
3
= Nilai tukar (rupiah)
X
4
= Tingkat inflasi (persentase)
X
5












Pengujian hipotesis untuk koefisien regresi berganda dilakukan dengan
dua bentuk, yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial dan pengujian
koefisien regresi secara simultan.
4.3.1. Pengujian Koefisien Secara Parsial
Pengujian secara parsial untuk menguji signifikansi koefisien regresi
sebagai penaksir antara variabel bebas terhadap Y secara parsial dilakukan
dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut :
1. Merumuskan hipotesis
Ho : i = 0; variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap
variabel terikat
Ha : i  0; variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel
terikat
2. Mencari nilai kritis signifikansi t hitung pada tingkat signifikansi 5% ( = 0,05)
dengan derajat bebas sampel sebesar n-k-1, dimana k adalah banyaknya
variabel penelitian, n adalah besarnya sampel.
3. Mencari nilai uji statistik  dengan rumus
Sbn
bnt h  dimana th adalah hasil
perhitungan statististik; bn adalah koefisien regresi variabel xn ; Sbn adalah
standar eror koefisien variabel xn
4. Menentukan dimana posisi t hitung pada kurva distribusi student t.
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Gambar 4.1.
Koefisien Regresi Variabel Bebas
5. Mengambil keputusan menerima atau menolak hipotesis. Kriteria
keputusannya adalah :
 Jika t hitung  t tabel atau -t hitung  -t tabel, maka menolak Ha dan
menerima H0
 Jika t hitung < t tabel atau -t hitung < -t tabel, maka menerima Ha dan
menolak H0
4.3.2. Uji Koefisien Regresi Simultan
Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda parameter 1
sampai 3 secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Langkah
pengujiannya adalah sebagai berikut :
1. Menentukan Formulasi Hipotesis
Ho : 1; 2; 3; 4 = 0 (variabel x1, x2, x3, dan x4 tidak mempengaruhi Y)
Ha : 1; 2; 3; 4  0 (variabel x1, x2, x3, dan x4 mempengaruhi Y)
2. Menentukan taraf nyata / taraf signifikansi () dan nilai F tabel.
Taraf signifikansi () dan nilai F tabel ditentukan dengan derajat bebas df1=k
dan df2=n-1-k dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah koefisien
beta dan konstanta.











Uji Hipotesis Koefisien Regresi Serentak
F table
5. Membuat kesimpulan
Menyimpulkan apakah Ho diterima atau ditolak dengan kriteria :
 Jika F hitung  F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima, maka variabel
independen secara serentak memang terbukti berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.
 Jika F hitung < F tabel, Ho diterima dan Ha ditolak, maka variabel
independen secara serentak tidak terbukti berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.
4.4. Pengujian Asumsi Klasik
Setelah persamaan regresi diperoleh maka perlu diperhatikan apakah
asumsi-asumsi klasik dari model telah dipenuhi. Asumsi-asumsi klasik
merupakan pemeriksaan terhadap residual yang dihasilkan oleh model. Residual
didefinisikan sebagai selisih antara nilai yang sesungguhnya diamati dengan
hasil yang diperoleh dari peramalan oleh persamaan regresi. Pemeriksaan






akan menunjukkan kecenderungan yang mendukung asumsi yang berlaku.
Asumsi-asumsi klasik tersebut antara lain:
1) Identik, untuk mengetahui apakah penyebaran residualnya sama (variannya
sama);
2) Independen, untuk mengetahui apakah residual dari model saling
mempengaruhi dan dapat dikaitkan dengan cov (I , j) = 0;
3) Distribusi normal, untuk mengetahui apakah residual dari model berdistribusi
normal (0, 2).
Untuk menghasilkan asumsi tersebut di atas, pengujian yang dilakukan
adalah   sebagai berikut:
a. Uji Multikolinieritas
Jika dilihat dari perhitungan secara teoritis dan korelasi yang tinggi antara
variabel independen, maka diduga adanya dependensi antara variabel
tersebut yang biasa disebut dengan multikolinieritas. Kasus ini merupakan
pelanggaran terhadap asumsi klasik, di mana residual harus independen.
Apabila terjadi kolinieritas sempurna, maka koefisien regresi menjadi tidak
bisa ditaksir (indeterminate) dan nilai standard error setiap koefisien regresi
menjadi tidak terbatas (infinite). Hal yang paling parah pada kasus
multikolinieritas dapat mengubah tanda koefisien regresi. Salah satu cara
mendeteksi adanya multikolinieritas adalah jika R2 tinggi tetapi sedikit sekali
variabel bebas yang signifikan secara statistik, jika sudah terdeteksi adanya
kasus multikolinieritas maka usaha-usaha untuk mengatasi masalah tersebut
antara lain dapat dijabarkan berikut ini.
1. Adanya informasi awal (a priori information);
2. Menggabungkan data cross section dan time series;
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3. Mengeluarkan salah satu atau lebih variabel yang korelasinya tinggi;
4. Mentranformasikan data dengan cara first difference forms;
5. Penambahan observasi / data baru;
6. Menggunakan penyelesaian Regresi Komponen Utama atau Ridge
Regression.
b. Uji heteroskedastisitas
Salah satu asumsi dalam model regresi adalah varian residual harus
konstan. Asumsi ini disebut homoscedasticity yang berarti variannya sama.
Adanya heteroskedastisitas merupakan suatu persoalan karena nilai taksiran
yang dihasilkan nantinya akan tetap unbiased dan konsisten tetapi tidak
efisien. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah berikut ini:
1. Mengetahui sifat persoalannya,
2. Menggunakan salah satu dari uji Park, uji Glejser, uji White, uji Breusch-
Pagan-Godfrey.
Cara mengatasi adanya kasus heteroskedastisitas antara lain:
1. Melakukan tranformasi dalam bentuk membagi model regresi asal dengan
salah satu variabel bebas yang digunakan;
2. Melakukan tranformasi logaritma natural;
3. Menggunakan kuadrat terkecil terboboti (weigted least square).
c. Uji korelasi serial (autocorrelation)
Korelasi serial (Autocorrelation) di antara error terms dapat terjadi karena
faktor-faktor tertentu, antara lain :
1. Data pengamatan dimulai pada kondisi kelesuan sehingga data
pengamatan selanjutnya yang cenderung naik jelas dipengaruhi data
sebelumnya;
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2. Tidak memasukkan variabel bebas tertentu yang sebetulnya turut
mempengaruhi variabel tak bebas;
3. Bentuk model yang tidak tepat.





















Kesimpulan yang diambil adalah:
(4 – DWL) < DW < 4 ada korelasi serial negatif
0 < DW < DWL ada korelasi serial positif
2 < DW < (4 – DWL) tidak ada korelasi serial
DWU < DW < 2 tidak ada korelasi serial
DWL < DW < DWU tidak ada kesimpulan
(4 – DWu) < DW < (4 – DWL) tidak ada kesimpulan
Selain dengan uji Durbin Watson, metode untuk mendeteksi korelasi serial
adalah dengan membuat plot autocorrelation dari residual. Jika nilai residual
tersebut masuk dalam interval 2/n maka dapat dinyatakan bahwa tidak
ada korelasi serial. Salah satu metode untuk mengatasi adanya korelasi
serial dapat dipakai formulasi Theil-Nagar, langkah-langkahya adalah
sebagai berikut :








dalam hal ini : N =  banyaknya observasi
d =  koefisien Durbin Watson
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k =  banyaknya koefisien termasuk intersep
2. Data ditransformasikan menjadi :
Yit* = Yit - ̂ Yi,t-1
Xit* = Xit - ̂ Xi,t-1
Nilai pertama dari data ditransformasikan menjadi :
Yit* =  2ˆ1  Yi dan Xit* =  2ˆ1  Xi
3. Dengan mengaplikasikan OLS pada data hasil transformasi akan
didapatkan nilai statistik DW yang baru.
d. Uji Kenormalan
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah residual (error term) pada
model regresi linear berdistribusi normal. Pengujian terhadap error term
dilakukan dengan uji Jarque Bera atau JB-test (Thomas, 1997). Nilai




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Penelitian
5.1.1. Kondisi Umum Geografis Daerah
Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 01005’00” Lintang
Selatan - 02025’00” Lintang Utara dan 100000’00” - 105005’00” Bujur Timur.
Batas-batas Wilayah Provinsi Riau adalah: sebelah utara berbatasan dengan
Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara; sebelah selatan dengan Provinsi
Jambi dan Provinsi Sumatera Barat; sebelah timur dengan Provinsi Kepulauan
Riau dan Selat Malaka; dan sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan
Provinsi Sumatera Utara.
Provinsi Riau memiliki luas 8.915.016 Ha. Menurut kondisi geomorfologi
daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi
oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter d.p.l., bagian tengah
merupakan dataran bergelombang, dan bagian barat merupakan dataran
berbukit dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi ini
menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan
dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di
Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur.
Provinsi Riau memiliki 4 (empat) sungai besar diantaranya berperan
penting sebagai prasarana perhubungan, yakni Sungai Siak dengan panjang
±300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ±400 Km dengan
kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ±6
meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ±500 Km dengan kedalaman 6-8 meter.
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Wilayah Riau bagian timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan
terhadap bencana banjir dan genangan air sebagaimana yang selama ini
berlangsung secara berkala.
Provinsi Riau memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariatif berupa
kawasan daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang
banyak jumlahnya merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung
keberlanjutan pembangunan Provinsi Riau. Kawasan pesisir dan perairan laut
merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-
biota yang dilindungi. Sebagai muara lima belas sungai yang mengalir ke pantai
timur, maka kawasan pesisir dan laut kaya sumberdaya perikanan. Demikian
pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya
berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi.
Provinsi Riau terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota
dengan luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota seperti pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau





























































Provinsi Riau 8.915.016 100,00
Sumber: Riau Dalam Angka Tahun 2010
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5.1.2. Kondisi  Demografis
A. Kependudukan
Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dilaksanakan pada bulan Mei 2010.
Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil olah cepat SP 2010 tercatat
sebesar 5.543.031 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa (51,51%) dan
penduduk perempuan 2.688.042 jiwa (48,49%). Banyaknya rumah tangga di
provinsi ini pada tahun 2010 tercatat 1.337.034 rumah tangga dengan rata-rata
penduduk 4 jiwa per rumah tangga.
Distribusi penduduk menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa
penduduk Provinsi Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota
provinsi, dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa (laki-laki 459.533 dan
perempuan 444.369) atau sekitar 16,31 persen. Sedangkan kabupaten/kota
dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar
176.371 jiwa (laki-laki 90.577 dan perempuan 85.794).
Tabel 5. 2 Jumlah Penduduk Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota
Berdasarkan Hasil Sensus Tahun 2000 dan 2010
No Kabupaten/Kota
2000 2010 Pertumbuhan
%Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
1 Kuantan Singingi 110.057 106.675 149.368 141.676 2,61
2 Indragiri Hulu 126.178 121.128 186.989 175.972 3,53
3 Indragiri Hilir 286.559 269.142 340.229 322.006 1,38
4 Pelalawan 80.530 72.419 159.247 143.774 6,71
5 S i a k 125.094 113.692 196.814 180.418 4,30
6 Kampar 229.228 217.929 353.787 332.243 3,99
7 Rokan Hulu 138.082 127.604 245.636 229.375 5,61
8 Bengkalis 268.059 252.182 257.200 241.184 2,90
9 Rokan Hilir 182.195 170.104 283.758 268.675 4,22
10 Kepulauan Meranti - - 90.577 85.794 0,60
11 Pekanbaru 298.464 286.976 459.533 444.369 4,06
12 D u m a i 89.953 83.235 131.781 122.556 3,54
Jumlah 1.934.399 1.821.086 2.854.989 2.688.042
Sumber : BPS Provinsi Riau
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Gambar 5. 1 Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Riau Menurut










































































Sumber: terbitan BPS dari berbagai edisi, data diolah
Jika diamati, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau beberapa tahun
terakhir cenderung tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat migrasi dari
daerah tetangga ke Provinsi Riau. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 pertambahan penduduk Provinsi Riau
mencapai 47,60 persen, dari 3.755.485 jiwa menjadi 5.543.031 jiwa. Selama
kurun waktu tersebut, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau per tahun
tercatat sebesar 3,59 persen (BPS Provinsi Riau). Laju Pertumbuhan penduduk
tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan sebesar 6,71 persen sedangkan yang
terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 0,60 persen.
Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau (Sumatera
Barat: 1,34 persen, Sumatera Utara: 1,26 persen), tidak terdistribusi secara
merata. Jumlah penduduk terkonsentrasi di Kota Pekanbaru yakni sebesar 16,31
persen.
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Tabel 5.3. Distribusi Penduduk Provinsi Riau Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Penduduk
(1) (2) (3)
1 Kuantan Singingi 5,25
2 Indragiri Hulu 6,55
3 Indragiri Hilir 11,95
4 Pelalawan 5,47
5 S i a k 6,81
6 Kampar 12,38
7 Rokan Hulu 8,57
8 Bengkalis 8,99
9 Rokan Hilir 9,97
10 Kepulauan Meranti 3,18
11 Pekanbaru 16,31
12 D u m a i 4,59
100,00
Sumber: BPS Provinsi Riau
5.1.3. Struktur Usia Penduduk
Bila dilihat jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan kelompok umur,
maka penduduk yang berumur antara 15-49 tahun merupakan jumlah penduduk
yang terbanyak (58,01%). Hal ini menandakan bahwa kemungkinan untuk
penambahan jumlah penduduk akan semakin meningkat, mengingat umur 15-49
merupakan umur produktif. Sedangkan umur 65 tahun keatas merupakan jumlah
kelompok umur yang paling sedikit (2,48%). Untuk itu perhatian dari Pemerintah
Daerah terhadap kelompok usia ini tetap akan ditingkatkan.
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0 - 4 325,587 302,524 628,111
5 - 9 297,186 275,771 572,957
10 - 14 285,336 266,033 551,369
15 - 19 238,341 223,976 462,317
20 - 24 243,143 239,493 482,636
25 - 29 258,978 281,229 540,207
30 - 34 281,045 307,875 588,920
35 - 39 254,381 234,892 489,273
40 - 44 204,117 166,832 370,949
45 - 49 155,080 126,275 281,355
50 - 54 113,705 91,924 205,629
55 - 59 77,846 62,602 140,448
60 - 64 49,241 41,949 91,190
65+ 71,001 66,668 137,670
Jumlah/Total 2,854,989 2,688,042 5,543,031
Sumber: Diolah dari hasil Sensus Penduduk 2010, BPS Provinsi
5.1.4. Pendidikan
Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan, berarti  akan
membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang
kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan
kalau pendidikan banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun
masyarakat. Pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, tercermin dari
semakin tingginya partisipasi masyarakat untuk sekolah. Data Dinas Pendidikan
Provinsi Riau mencatat, Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010 mulai dari
jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas berturut-turut
sebagai berikut; SD sebesar 111,49%, SMP sebesar 101,82% dan SMA/SMK
sebesar 77,77%. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan kondisi tahun 2009,
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dimana untuk jenjang SD, APK sebesar 110,93%, SMP 101,31% dan SMA/SMK
sebesar 77,00%, seperti tabel 5-5.
Tabel 5.5. APK dan APM 2009-2010
No Jenjang Pendidikan
Tahun 2009 Tahun 2010
APK APM APK APM
1 Sekolah Dasar (SD) 110,93 95,56 111,49 96,04
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 101,31 93,70 101,82 94,17
3 Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan(SMA/SMK) 77,00 67,13 77,77 67,13
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Gambaran lain terhadap pendidikan masyarakat dapat juga dilihat dari
persentase penduduk Provinsi Riau berumur 10 tahun keatas menurut ijazah
yang dimiliki. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2010,
persentase penduduk yang tidak pernah sekolah hanya 2,66% dan yang tidak
menamatkan Sekolah Dasar sebesar 20,27%. Sementara sebesar 77,06%
tersebar mulai dari yang memiliki ijazah SD sampai dengan memiliki ijazah S3.
Tabel 5. 6 Persentase Penduduk Provinsi Riau Berumur 10 Tahun Keatas
Menurut Ijazah Yang Dimiliki
No Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Jumlah
(1) (2) (3)
1 Tidak Pernah Sekolah 2,66
2 Tidak Punya/Tidak Tamat SD 20,27
3 Sekolah Dasar (SD) 26,64
4 SLTP (Umum dan Kejuruan) 19,10
5 SMU (Umum) 19,64
6 SMU (Kejuruan) 5,36
7 Diploma I/II 1,09
8 Akademi/Diploma III 1,64
9 Universitas/Diploma IV/S2/S3 3,59
Jumlah 100,00
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2010
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5.1.5. Ketenagakerjaan
Jika dilihat secara total maka jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2010
meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan jumlah penduduk
tentunya berimplikasi pada kenaikan jumlah angkatan kerja (baik yang bekerja
maupun tidak bekerja).  Jumlah angkatan kerja naik dari 2.260.862 orang pada
tahun 2009 menjadi 2.377.494 orang pada tahun 2010 (bertambah sebanyak
116.632 orang atau 5,16%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik, dari
62,08% di tahun 2009 menjadi 63,66% pada tahun 2010. Jumlah angka
pengangguran terbuka di Provinsi Riau naik dari 8,56 persen pada tahun 2009
menjadi 8,72 persen tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa meski  terjadi
perluasan kesempatan kerja yang meningkat dari 2.067.357 orang tahun 2009
menjadi 2.170.247 orang tahun 2010 (bertambah 102.890 orang), namun hal
tersebut tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang ada.
Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian dalam arti luas
masih merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja,
yaitu sebesar 44,6 persen tahun 2010. Sektor lainnya yang menyerap lapangan
kerja cukup besar adalah sektor perdagangan 18,8 persen dan sektor jasa
kemasyarakatan sebesar 17,1 persen. Perkembangan jumlah penduduk yang
bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Riau periode Agustus
2008-Agustus 2010 dapat dilihat pada Tabel 5.7.
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Tabel 5. 7 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
Utama periode Agustus 2008 - Agustus 2010





1 Pertanian 49.30 48.4 44.6
2 Pertambangan 2.36 2.1 1.5
3 Industri 5.28 5.8 5.8
4 Listrik, gas, dan air bersih 0.35 0.5 0.3
5 Bangunan 5.18 4.8 5.7
6 Perdagangan 17.58 18.2 18.8
7 Angkutan dan komunikasi 5.60 4.8 4.7
8 Keuangan dan jasa perusahaan 0.86 1.5 1.4
9 Jasa kemasyarakatan 13.50 13.9 17.1
Total 100 100 100
Sumber : BPS Provinsi Riau
Bila melihat pada perkembangan status pekerjaan penduduk di Provinsi
Riau tahun 2010, maka komposisi pekerja yang terbesar adalah buruh/karyawan
yaitu 38%, mengalami peningkatan sebesar 6,1% dari tahun 2009. Berusaha
sendiri 26,2% atau turun 1,4% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 27,6%.
Status pekerjaan penduduk menjadi hal yang cukup penting menjadi
perhatian, karena hal tersebut mencerminkan pola ketergantungan penduduk
terhadap statusnya dalam pekerjaan dan peningkatan/penurunan jiwa
kewirausahaan. Komposisi status pekerjaan penduduk dapat dilihat tabel 5.8.
Tabel 5. 8 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut status
pekerjaan Utama periode Agustus 2009 – Agustus 2010
Sumber: BPS Provinsi Riau
No. Status Pekerjaan Utama Agustus 2009 Agustus 2010
1 Berusaha Sendiri 27,6 26,2
2 Berusaha dibantu dengan buruh tidaktetap/buruh tidak dibayar 14,4 11,7
3 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4,2 4,8
4 Buruh/Karyawan 31,9 38,0
5 Pekerja bebas pertanian 6,0 4,8
6 Pekerja bebas non pertanian 3,0 2,3




5.2.1. Potensi Unggulan Daerah
Selama ini Provinsi Riau dikenal memiliki sumberdaya alam yang sangat
potensial untuk dikembangkan. Sumber daya alam dapat dipetakan sesuai
dengan potensi yang mendorong masayarakat di daerah untuk meningkatkan
peluang perbaikan perekonomian melalui eksploitasi, eksplorasi maupun
kegiatan ekonomi produktif lainnya. Namun pengklasifikasian ini hanya
mendiskripsikan untuk mengetahui sejauh mana potensi sumber daya alam
dapat dikembangkan baik oleh  pemerintah daerah maupun investor yang ingin
menanamkan modalnya di provinsi Riau.
Potensi unggulan daerah yang paling utama adalah dari sektor
pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan Industri. Pada sektor
pertambangan, terdapat minyak dan gas bumi, batubara, gambut, serta galian
lainnya yang cukup potensial. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di Provinsi
Riau telah dimulai sejak tahun 1941 di Lapangan Duri, dan pada tahun 1944
ditemukan lagi di Lapangan Minas. Sejak tahun 1948 hingga saat ini sudah lebih
dari 11 milliar barel minyak bumi dihasilkan dari Provinsi Riau.
Tabel 5.9. Produksi Pertambangan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun
2010
NO JENIS SATUAN PRODUKSI TAHUN2010
1. Minyak Bumi (Crude Oil) Ribu Barel 133.590,63
2. Gas Bumi Ribu MSCF 7.714,23**
3. Batu Bara Metrik Ton 2.532.906,55*
4. Gambut Ton 452.907,54**
Sumber : Dinas Pertambangan Provinsi Riau
Ket : * * Data Tahun 2008
*   Data Tahun 2009
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Di samping itu sumberdaya pertambangan lainnya adalah, emas, timah
putih, timah hitam, tembaga, batu granit, batu kapur, bentonit, andesit, gambut,
dan pasir kuarsa. Potensi pertambangan umum ini masih belum memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.
Selain sektor pertambangan, potensi unggulan daerah lainnya adalah
perkebunan. Komoditas perkebunan yang dominan di Provinsi Riau antara lain
kelapa sawit, kelapa, karet, sagu, pinang dan kakao. Sebagai gambaran, luas
perkebunan di Provinsi Riau tahun 2010 adalah 3.135.352 Ha, dengan luas
masing-masing komoditas adalah sebagai berikut: kelapa sawit 1.977.097 Ha;
kelapa 527.556 Ha; karet  515.264 Ha. Untuk kelapa sawit, jumlah produksi pada
tahun 2010 mencapai 7.524.238 ton, kelapa sebesar 505.143 ton dan karet
sebesar 403.604 ton.





1 Karet 409.444,76 403.075 403.604
2 Kelapa Dalam 458.672,85 448.036 505.143
3 Kelapa Hibrida 92.359,55 69.737
4 Kelapa Sawit 5.777.493,72 5.932.308 7.524.238
5 Kakao 4.075,67 4.573 5.753
6 Kopi 3.243,90 2.248 4.321
7 Pinang 5.805,25 9.906 9.881
8 Sagu 171.594,36 209.811 209.413
9 Gambir 1.698,00 4.572 462
Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Riau
Sedangkan untuk sektor industri, selain berbagai industri yang telah ada
dan berkembang seperti Pulp and paper, Crumb Rubber, produk olahan Kelapa,
Crude Palm Oil, serta industri kecil menengah lainnya, maka saat ini di Provinsi
Riau khususnya di kota Dumai dan Kuala Enok tengah dikembangkan klaster
Industri hilir yang berbasis pertanian, oleo chemical.
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Potensi sumberdaya alam Riau yang tidak kalah pentingnya adalah dari
sektor kehutanan, perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya serta
pariwisata. Khusus untuk pengembangan Pariwisata terbuka peluang untuk
pengembangan Pariwisata Pulau Rupat. Termasuk pengembangan unggulan
destinasi wisata diberbagai Kabupaten/Kota.
Kebijakan Strategis yang juga menjadi potensi tumbuh dan
berkembangnya kawasan adalah seperti pembentukan Kawasan Ekonomi
Khusus di Dumai dan rencana pengembangannya di Tanjung Buton dan Kuala
Enok, Pengembangan Kawasan Industri Tenayan, Pembangunan Jalan Toll
Pekanbaru-Dumai, pembangunan Fly Over di Kota Pekanbaru serta penyediaan
air bersih Pekanbaru Selatan maupun Air Bersih Dumai-Bagan Siapi-api.
5.2.2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Riau yang digambarkan dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dengan Migas dan tanpa Migas pada tahun 2009
mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana PDRB dengan migas
hanya tumbuh 2,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada
Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi dengan migas telah mencapai 4,17 persen
dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini berarti memasuki
tahun 2010 terjadi pemulihan dalam perekonomian Riau. Tingkat
pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi dengan Migas di tahun 2009 karena
merupakan imbas dari krisis keuangan global sehingga semua sektor mengalami
penurunan. Sektor pertambangan mengalami pertumbuhan terendah negatif 0,02
persen. Pada tahun 2010, pertumbuhan untuk sektor yang sama tumbuh sebesar
1,43 persen. Begitu juga halnya untuk sektor-sektor lainnya secara umum
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mengalami peningkatan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sektoral dengan
migas periode tahun 2005 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 5.11.
Tabel 5.11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Riau Dengan
Migas Periode 2005 - 2010 (Persen)





6,77 5,97 4,84 4,79 3,64 3,95
2 Pertambangan danPenggalian 3,71 2,91 -0,13 3,93 -0,02 1,43
3 Industri Pengolahan 5,60 6,78 8,63 7,18 4,87 6,69
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 9,20 5,86 5,62 6,86 3,03 5,59
5 Bangunan 7,15 8,27 11,65 11,14 8,62 8,84
6 Perdagangan, Hotel danRestoran 10,15 11,29 8,94 9,72 8,72 10,17
7 Pengangkutan  danKomunikasi 10,46 9,62 7,28 10,45 8,11 9,43
8 Keuangan, Persewaandan Jasa Perusahaan 18,18 15,67 13,33 13,65 9,99 9,61
9 Jasa-jasa 7,92 9,94 9,72 9,25 8,39 8,44
Pertumbuhan Riau 5,41 5,15 3,41 5,65 2,90 4,17
Pertumbuhan Nasional N/A 5,50 6,28 6,06 4,50 6,1
Sumber: BPS Provinsi Riau
Laju pertumbuhan ekonomi Riau Tanpa Migas di tahun 2009 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 6,44 persen,
namun masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya
mencapai 4,9 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Riau (tanpa
migas) memperlihatkan kecenderungan yang kembali membaik, dimana
pertumbuhan ekonomi mencapai 7,16 persen (Sumatera Barat 5,93%) Sektor
yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel
dan restoran yang tumbuh sebesar 10,17 persen dan menjadi penyumbang
terbesar yakni sekitar 1,83 persen, diikuti sektor pertambangan dan penggalian
yang tumbuh 9,73 persen, sedangkan yang mengalami pertumbuhan paling
rendah adalah sektor petanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan
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perikanan yang tumbuh sebesar 3,95 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi
tahun 2009, dimana pertumbuhan paling rendah berada pada sektor listrik, gas
dan air bersih yang hanya tumbuh 3,03 persen. Perkembangan laju pertumbuhan
ekonomi Riau sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 berikut perbandingannya
dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada Tabel 5-12.
Tabel 5.12. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Riau Tanpa
Migas Periode 2005-2010 (Persen)





6,77 5,97 4,84 4,79 3,64 3,95
2 Pertambangan danPenggalian 27,24 28,61 24,57 18,13 13,07 9,73
3 Industri Pengolahan 9,08 9,11 11,41 8,98 6,22 7,67
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 9,20 5,86 5,62 6,86 3,03 5,59
5 Bangunan 7,15 8,27 11,65 11,14 8,62 8,84
6 Perdagangan, Hotel danRestoran 10,15 11,29 8,94 9,72 8,72 10,17
7 Pengangkutan  danKomunikasi 10,46 9,62 7,28 10,45 8,11 9,43
8 Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan 18,18 15,67 13,33 13,65 9,99 9,61
9 Jasa-jasa 7,92 9,94 9,71 9,25 8,39 8,44
Pertumbuhan Riau 8,54 8,66 8,25 8,06 6,44 7,16
Sumatera 5,77 6,89 7,07 6,11 N/A N/A
Pertumbuhan Nasional 6,57 6,11 6,87 6,52 4,90 6,6
Sumber: Berita Resmi Statistik 2010 BPS Provinsi Riau; Riau Dalam Angka tahun 2010
Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Riau hingga tahun 2010 tersebut
sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.  Demikian pula halnya
dengan PDRB Riau yang tetap mengalami tren pertumbuhan dari tahun ke
tahun. PDRB dengan Migas menurut harga berlaku secara kumulatif dari Januari
– Desember 2010 adalah sebesar Rp. 342,69 trilyun sementara atas dasar harga
konstan sebesar Rp. 97,70 trilyun. Bank Indonesia memperkirakan peningkatan
pertumbuhan pada sektor pertambangan diindikasikan berkaitan erat dengan
optimalisasi produksi sumur minyak yang telah ada khususnya di wilayah
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Bengkalis yang merupakan penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau.
Sedangkan untuk PDRB tanpa migas secara kumulatif Januari-Desember 2010
atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 214,55 trilyun dan PDRB atas dasar harga
konstan sebesar Rp. 48,64 trilyun.
Jika dilihat pada struktur nya, PDRB Riau tanpa migas masih didominasi
oleh sektor pertanian dalam arti luas. Selama kurun waktu Januari-Desember
2010, sumbangan dari sektor ini mencapai 32,17 persen meskipun mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2009 yang
mencapai 33,66 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dari tahun ke
tahun memiliki kecenderungan yang terus meningkat dalam memberikan
kontribusi terhadap PDRB Riau dimana pada tahun 2010 ini kontribusi yang
diberikan mencapai 15,04 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2009
yang memberikan sumbangan sebesar 13,90 persen.
Sebagai daerah penghasil migas, dominasi sektor pertambangan
terhadap struktur PDRB (dengan migas) cukup besar mencapai 35,92 persen
diikuti sektor industri pengolahan sebesar 20,52 persen dan sektor pertanian
dalam arti luas sebesar 20,14 persen.
Sementara itu, gambaran terhadap ekonomi makro Riau menurut
komponen penggunaaan masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah
tangga yang mencapai 52,59 persen (tanpa migas) dengan pertumbuhan
sebesar 8,31 persen. Hal ini terjadi akibat membaiknya pendapatan masyarakat
yang berimplikasi pada meningkatnya daya beli mereka sehingga mampu
meningkatkan perekonomian. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebagai
stimulus selama kurun waktu Januari-Desember 2010 tumbuh sebesar 1,70
persen. Kontribusi terbesar diberikan oleh pengeluaran konsumsi pemerintah
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terjadi pada triwulan II dan IV di saat kegiatan belanja pemerintah mulai
dilaksanakan serta disaat terjadinya pencairan uang kegiatan di akhir tahun
anggaran. Pada triwulan ini, pengeluaran pemerintah menjadi yang tertinggi
pertumbuhannya yakni mencapai 7,41 persen.
5.2.3. Ekspor dan Impor
Untuk kurun waktu Januari-Desember 2010, nilai ekspor Riau mengalami
kenaikan 26,04 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya
dari US$ 11.814.747.700 menjadi US$ 14.891.323.600. Kondisi ini diakibatkan
oleh meningkatnya ekspor migas sebesar 31,51 persen dari US$ 3.609.470.800
menjadi US$ 4.746.759.500 dan ekspor non migas sebesar 23,63 persen dari
US$ 3.193.964.700 pada tahun 2009 menjadi US$ 4.104.631.900 tahun 2010.
Selama Januari-Desember 2010, ekspor 10 golongan barang utama non
migas memberikan kontribusi sebesar US$ 10.077.099.600 atau sebesar 99,33
persen terhadap total ekspor non migas yang berjumlah US$ 10.144.564.100
atau lebih tinggi 0,13 poin dari kontribusi pada tahun 2009 yang tercatat sebesar
US$ 8.139.869.900 dari jumlah keseluruhan ekspor non migas sebesar US$
8.205.276.900. Kontribusi nilai ekspor terbesar diberikan oleh golongan barang
Lemak & Minyak Hewan/Nabati yang mencapai US$ 6.894.594.200 (67,96
persen) diikuti golongan barang Kertas dan Karton sebesar US$ 1.242.284.400
(12,25 persen).
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Tabel 5.13. Ekspor Non Migas Beberapa Golongan Barang
No Golongan Barang
Nilai FOB (US$)
Jan-Des 2009 Jan-Des 2010
(1) (2) (3) (4)
1 Lemak & Minyak Hewan/ Nabati 5.959.470.800 6.894.594.200
2 Bubur Kayu/Pulp 962.923.100 1.091.446.200
3 Kertas dan Karton 636.579.700 1.242.284.400
4 Berbagai Produk Kimia 339.037.600 385.699.400
5 Bahan Bakar Mineral 65.622.600 173.767.900
6 Ampas dan Sisa Industri Makanan 58.676.200 79.862.500
7 Karet dan Barang dari Karet 24.138.400 90,242.500
8 Tembakau 52.877.400 66.088.500
9 Buah-buahan 39.097.600 51.060.700
10 Olahan dari Tepung 1.446.400 2.053.300
Total 10 Golongan Barang 8.139.869.900 10.077.099.600
Lainnya 65.407.100 67.464.500
Total Ekspor Non Migas 8.205.276.900 10.144.564.100
Sumber: BPS Provinsi
Selama kurun waktu tahun 2010, negara tujuan ekspor untuk produk non
migas yang paling berperan dalam memberikan kontribusi adalah negara India
mencapai US$ 2.174.860.400 atau sebesar 21,44 persen dan China sebesar
US$ 1.947.543.800 atau sebesar 19,20 persen serta beberapa negara lainnya.
Untuk nilai impor, selama kurun waktu Januari-Desember 2010 nilai impor
Riau meningkat sebesar 52,79 persen dibanding periode yang sama tahun 2009
yaitu dari US$ 732.120.120 menjadi US$ 1.118.575.720. Peningkatan impor ini
disebabkan oleh meningkatnya impor migas (hasil minyak) sebesar 86,83 persen
yaitu dari US$ 69.864.380 menjadi US$ 130.528.450, dan impor non migas
sebesar 49,19 persen dari US$ 662.255.730 menjadi US$ 988.047.260. Negara
asal yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai impor Riau adalah
negara Malaysia sebesar US$ 186.664.800 (18,89 persen), China sebesar US$




Peranan investasi swasta di Provinsi Riau menjadi penting, mengingat
keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah. Investasi menjadi
salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi.
Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi
di Provinsi Riau. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah
berperan sebagai penata dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai
penyelenggara utama pembangunan di daerah, Pemerintah berperan sebagai
pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses
pengembangan investasi di daerah. Wujud dari peran Pemerintah Daerah akan
tercermin dari besarnya jumlah investasi yang ditanamkan. Pada tahun 2010,
jumlah realisasi investasi yang ditanamkan di Provinsi Riau dengan
menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US $ 86,63
Juta dan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
Rp. 1.039,7 Milyar.
Dibandingkan dengan tahun 2010, angka ini lebih kecil sebagai akibat
dari adanya perubahan mekanisme pelaporan angka investasi.  Tahun 2009,
laporan investasi menggunakan nilai investasi yang diizinkan dan nilai realisasi
investasi tanpa memperhatikan tahun izinnya, sedangkan mulai tahun 2010
laporan investasi hanya menggunakan laporan kemajuan penanaman modal
(LKPM) yang direalisasikan pada tahun berjalan saja.  Pada tahun transisi ini
LKPM yang dibuat oleh para investor masih belum lancar.
Selanjutnya, gambaran lain terhadap kinerja investasi dapat dilihat dari
investasi masyarakat yang tercermin dari nilai kredit investasi. Berdasarkan data
Bank Indonesia nilai kredit investasi masyarakat pada tahun 2010 mencapai Rp
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13,67 trilyun meningkat dibandingkan pada tahun 2009 sebesar Rp 11,57 trilyun.
Angka ini mengindikasikan bahwa tetap terjadi peningkatan investasi di Provinsi
Riau, khususnya investasi langsung oleh swasta dan masyarakat.
5.2.5. Perkembangan Sumber Daya Alam di Provinsi Riau
Potensi kekayaan alam yang besar adalah merupakan aset bagi suatu
daerah untuk melaksanakan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa kabupaten/kota
mempunyai wewenang penuh mengelola sumber daya alam dan lingkungan
secara bertanggung jawab.
Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Provinsi Riau antara lain
minyak bumi, batubara, emas, timah, dan bahan tambang lainnya. Sementara itu
tanah di atasnya memiliki kekayaan hutan, perkebunan, dan pertanian dalam arti
luas. Dalam penelitian ini peneliti mem-proxi-kan sumber daya alam yang
dimaksud adalah sumber daya alam yang meliputi jumlah produksi minyak bumi
dalam satuan barrel dan jumlah produksi batubara dalam satuan barrel. Alasan
memilih dua sumber kekayaan alam ini adalah ketersediaan data yang dimiliki
oleh dinas terkait sebagian besar mencatat dua sumber SDA yaitu minyak bumi
dan batubara sedangkan sumber daya alam yang lain tidak tercatat secara baik.
Hal inilah yang menyebabkan peneliti membatasi sumber daya alam (SDA) yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya alam yang meliputi produksi
minyak bumi dan produksi batubara dalam kurun waktu periode penelitian yaitu
1984 sampai 2009.
Hasil tabulasi produksi minyak bumi dan batubara selama periode tahun
1984 sampai 2009 seperti yang tampak pada tabel 5.19, dapat dijelaskan bahwa
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produksi terendah dicapai pada tahun 2001 yaitu produksi sebesar
151.110 (dalam satuan ribu barrel), dan terendah kedua yaitu produksi tahun
1992. Sedangkan produksi tertinggi diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar
580.623 (dalam satuan ribu barrel). Mengenai besarnya pertumbuhan
(perbandingan produksi tahun saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya)
dari tahun ke tahun dapat diilustrasikan pada Gambar 5.2.
Tabel 5.14. Perkembangan Sumber Daya Alam  (Minyak Bumi dan Batubara)
Periode Tahun 1984 – 2009



























Sumber : Berbagai Dinas di Provinsi Riau, dari berbagai edisi
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Seperti hasil tabulasi pada Tabel 5.14 di atas Gambar 5.2 merupakan ilustrasi
untuk obyek yang sama yaitu perkembangan pertumbuhan dari tahun ke tahun
selama periode penelitian pada periode 1984 sampai 2009.
Gambar 5.2. Data Perkembangan Sumber Daya Alam Periode Tahun 1984
Sampai Tahun 2009
Sumber: hasil olahan
Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan produksi
minyak bumi dan batubaru  mengalami fluktuasi dari tahun pengamatan.
Penurunan tertinggi yaitu pada periode tahun 2001 yaitu nilai penurunan
dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 sebesar 0,43 sedangkan capaian
peningkatan tertinggi yaitu diperoleh pada tahun 2006 yaitu sebesar 1,80 artinya
hampir dua kali lipat produksi tahun sebelumnya. Gambaran lainnya mengenai
fluktuasi capaian pertumbuhan produksi minyak bumi dan batubara seperti
tampak pada grafik 5.2 di atas.
Kelayakan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan
hak suatu daerah tetapi dalam penggunaannya harus bertanggung jawab.
Dengan demikian suatu perencanaan pembangunan harus sudah
mengakomodasikan tentang rencana pengeksploitasian, kemampuan, dan
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keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki demi kepentingan generasi
sekarang dan generasi mendatang.
5.3. Gambaran Umum Variabel
5.3.1. Perkembangan Investasi (Penanaman Modal Asing) di Provinsi Riau
Peranan investasi swasta di Provinsi Riau menjadi penting, mengingat
keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah. Investasi menjadi
salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi.
Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi
di Provinsi Riau. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah
berperan sebagai penata dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai
penyelenggara utama pembangunan di daerah, Pemerintah berperan sebagai
pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses
pengembangan investasi di daerah. Wujud dari peran Pemerintah Daerah akan
tercermin dari besarnya jumlah investasi yang ditanamkan.
Investasi dalam hal ini adalah penanaman modal asing cenderung
mengalami fluktuasi dari tahun 1984 hingga tahun 2009. Nilai pertumbuhan PMA
merupakan hasil perbandingan tahun saat tertentu dibadingkan dengan tahun
sebelumnya. Nilai pertumbuhan dibawah 1 menandakan bahwa ada penurunan
masuknya investasi penanaman modal asing ke wilayah Provinsi Riau. Nilai yang
mengidikasikan penurunan PMA yaitu tahun 1990, 1995, 1998, 2003, 2004,
2005, 2008 dan 2009. Sedangkan tahun lainnya adalah mengalami kenaikan
masuknya investasi PMA ke provinsi Riau.
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Tabel 5.15. Data Penanaman Modal Asing Periode Tahun 1984 - 2009



























Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dari berbagai edisi
Hal lain yang berkaitan dengan pencapain cukup tajam yaitu
pertumbuhan PMA antara tahun 1999 dengan tahun 2000 dan tahun 2000
dengan tahun 2001. Hasil pencapaian pertumbuhan tahun 2000 bila
dibandingkan dengan tahun 1999 yaitu sebesar 48,44. Ini menandakan bahwa
perubahan kenaikan yang sangat drastis atas masuknya penanaman modal
asing di provinsi Riau pada tahun tersebut. Mengingat waktu periode kenaikan
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pertumbuhan PMA yang dimaksud merupakan tahun awal kejadian krisis
moneter sehingga kurs dolar sangat tajam kenaikannya dibanding dengan mata
uang rupiah. Hal yang sama terjadi pada tahun 2001 dibandingkan pencapaian
pada tahun 2000 yaitu sebesar 5,30. Kenaikan yang cukup drastis ini tidak
terlepas dari kondisi perekonomian Negara Indonesia yang tidak kondusif akibat
krisi moneter dan didorong pula oleh tingginya kurs dolar terhadap rupiah cukup
menunjang adanya pertumbuhan penanaman modal asing yang cukup drastis
pula di Provinsi Riau.
Nilai atau angka pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa tetap perlu
dilakukan upaya peningkatan investasi di Provinsi Riau secara terus menerus
dengan berbagai upaya kebijakan di daerah maupun dorongan kebijakan pusat
dalam menarik masuknya investasi asing di Provinsi Riau.
5.3.2. Perkembangan jumlah penduduk pada periode tahun 1984 - 2009
Jika diamati, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau beberapa tahun terakhir
cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil tabulasi maupun grafik yang
ada pada bahasan di bawah ini.
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Tabel 5.16. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Riau Periode




























Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dari berbagai edisi
Laju pertambahan penduduk cenderung menaik dari tahun ke tahun dan laju
pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 1998 yaitu sebesar 1,148. Ini artinya
adalah peningkatan jumlah penduduk tahun 1998 lebih tinggi dibanding dengan
tahun 1997 yaitu sebesar 14,78%. Sedangkan jumlah penduduk yang menurun
94
yaitu berada pada tahun 1986, 1987, 1993, 1995, dan 1997.  Hal ini dapat dilihat
pada ilustrasi grafik 5.3. di bawah ini.
Gambar 5.3. Data Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Riau Periode
Tahun 1984 Sampai Tahun 2009
Sumber: hasil olahan
5.3.3. Perkembangan PDRB pada periode tahun 1984 - 2009
Selama periode pengamatan mulai tahun 1984 sampai 2009 pencapaian
produk domestik regional bruto di Provinsi Riau mengalami peningkatan secara
terus menerus, seperti tampak pada tampilan tabulasi tabel 5.17 maupun grafik
5.3. yang menggambarkan kecenderungan peningkatan nilai PDRB Provinsi
Riau. Peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2002  dengan nilai pertumbuhan
PDRB dari tahun sebelumnya mencapai 10,27. Hal ini menandakan kenaikan
sebesar 10 kali lipat nilai PDRB pada tahun 2002 dibandingkan nilai PDRB pada
tahun 2006 atau tahun sebelumnya. Sedangkan kecenderungan nilai
pertumbuhan PDRB pada tahun lainnya tidak setinggi peningkatan pada tahun
2002 tersebut.
Berikutnya peningkatan terbesar kedua yaitu pada tahun 2000 dan 1987
yaitu besaran nilai pertumbuhan PDRB berturut-turut sebesar 3,42 dan 3, 22.
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Sedangkan peningkatan pertumbuhan PDRB selain yang tersebut adalah
mengalami peningkatan pertumbuhan walaupun pertumbuhan yang dicapai tidak
sedrastis peningkatan pertumbuhan tahun yang disebutkan pada sub bab ini.
Tabel 5.17. Perkembangan PDRB Harga Konstan di Provinsi Riau Periode






























Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dari berbagai edisi
Berikut ini adalah grafik yang mencerminkan kecenderungan
meningkatnya nilai PDRB di Provinsi Riau. Nilai pertumbuhan PDRB yang
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mengalami penurunan terjadi hanya pada tahun 1985, 1988, 1998 dan 2001.
Penurunan terbesar atas nilai PDRB yaitu pada tahun 2001 dengan nilai
penurunan mencapai 0,10. Lebih jelas ilustrasi yang dinyatakan itu dapat dilihat
pada grafik 5.4 di bawah ini.
Gambar 5.4. Data Perkembangan Nilai PDRB Harga Konstan Periode
Tahun 1984 Sampai Tahun 2009
Sumber: hasil olahan
5.3.4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar US pada Periode
Tahun 1984 - 2009
Nilai tukar menjadi isu menarik manakala kita berbicara nilai kurs di
negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Mengingat negara
berkembang akan sangat tergantung pada nilai mata uang dolar yang begitu kuat
menguasai pasar internasional. Pada tabel 5.18 dan diilustrasikan pada grafik 5.5
menjelaskan naik turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar US dari tahun
pengamatan yaitu tahun 1984 sampai tahun 2009.
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Tabel 5.18. Perkembangan Nilai Tukar Periode Tahun 1984 – 2009
Tahun Nilai Tukar (Rp.) Tahun Nilai Tukar (Rp.)
1984 2400 1997 6000
1985 2750 1998 8685
1986 2400 1999 7850
1987 2600 2000 8400
1988 2300 2001 10255
1989 2400 2002 9316
1990 2500 2003 8400
1991 3000 2004 10248
1992 2800 2005 11748
1993 3400 2006 11888
1994 3500 2007 11202
1995 4000 2008 9021
1996 4500 2009 9238
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dari berbagai edisi
Berikut ini adalah tabulasi perkembangan nilai tukar dalam periode
penelitian, yaitu 1984 sampai 2009. Nilai tukar sangat berfluktuatif khususnya
nilai mata uang dolar terhadap mata uang rupiah. Pada tahun awal pengamatan
diperoleh nilai rupiah terhadap dolar adalah sebesar Rp. 2.400,- sedangkan pada
akhir pangamatan penelitian ini diperoleh nilai  rupiah terhadap dolar sebesar
Rp. 9.238,-




5.3.5. Perkembangan Tingkat Inflasi pada Periode Tahun 1984 - 2009
Tingkat inflasi menjadi permasalahan ekonomi yang tidak ada ujung
pangkalnya, karena inflasi merupakan fenomena ekonomi yang menyertai dalam
melakukan aktifitas perekonomian dalam suatu wilayah. Kenaikan harga secara
terus menerus terutama komoditi primer untuk kebutuhan masyarakat akan
menjadi dasar sebuah aktifitas ekonomi menggeliat. Para investor maupun
pelaku ekonomi lainnya akan menginginkan kestabilan harga-harga barang,
mengingat itu merupakan pedoman bagi mereka melakukan aktifitas
ekonominya.
Tabel 5.19 dan diilustrasikan pada Gambar 5.6 merupakan signal bahwa
tingkat inflasi berfluaktuasi dari tahun ke tahun pada periode pengamatan.
Kenaikan tertinggi tingkat inflasi adalah pada tahun 1998 yaitu sebesar 58% dan
tertinggi berikutnya dalah pada tahun 1999 yaitu sebesar 20,7%. Hal ini cukup
beralasan mengingat pada tahun 1998 dan 1999 tersebut negara Indonesia
mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat mengacam perekonomian
negara. Penanaman modal terutama para investor asing akan
mempertimbangkan faktor inflasi ini untuk memprediksi keberhasilan usahanya
dalam suatu wilayah terutama wilayah provinsi Riau.
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Tabel 5.19. Perkembangan Tingkat Inflasi Periode Tahun 1984 – 2009
Tahun Inflasi (%) Tahun Inflasi (%)
1984 10,3 1997 6,2
1985 4,8 1998 58
1986 5,8 1999 20,7
1987 9,3 2000 3,8
1988 8,1 2001 11,5
1989 6,4 2002 11,8
1990 7,9 2003 6,8
1991 9,4 2004 6,1
1992 7,5 2005 7
1993 9,7 2006 6,6
1994 8,5 2007 6,59
1995 9,4 2008 11,06
1996 7,9 2009 2,78
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dari berbagai edisi
Seperti hasil tabulasi pada Tabel 5.19 di atas Gambar 5.6 merupakan ilustrasi
untuk obyek yang sama yaitu tingkat inflasi pada periode 1984 sampai 2009.





5.4.1 Hasil Bahasan Regresi Utama
Hasil olahan data dari variabel-variabel yang mempengaruhi penanaman
modal asing dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Data yang diperoleh dapat diasumsikan memenuhi kecukupan data statistik
mengingat untuk memperoleh data sekunder periode tahunan sangatlah
rumit.
2. Model regresi berganda yang berkaitan untuk memilih model terbaik ada
beberapa metode. Metode yang seringkali dilakukan oleh peneliti adalah
proses mentranformasi data menggunakan logaritma natural (ln) seperti yang
muncul dalam pengolahan data variabel yang dimaksud dalam penelitian ini.
Proses tranformasi dilakukan untuk mendapatkan model regresi yang terbaik.
Kriteria model terbaik salah satunya adalah signifikansi variabel dalam model,
nilai koefisien determinasi relatif tinggi/besar dan terhindar dari asumsi klasik.
Dengan demikian tranformasi dalam variabel tersebut adalah data yang tidak
berbentuk prosentase dan atau data-data skala nominal atau ordinal. Selain
bentuk yang disebut di atas adalah jenis data yang dapat ditranformasi
sebagaimana yang dimaksudkan dalam bahasan nantinya.
3. Nilai R2 (koefisien determinan) sebesar 0,936. Ini berarti kesesuaian data
variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen cukup besar.
Ini menandakan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB, nilai tukar dan
tingkat inflasi mampu memberi kontribusi yang besar pada variabel PMA.
4. Hasil-hasil pengujian secara prasial maupun serentak akan dijabarkan pada
sub bab berikutnya. Berikut ini adalah tabel hasil pengolahan data vairable-
variabel yang dianggap mempengaruhi variabel penanaman modal asing.
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Tabel 5.20
Hasil Regresi Utama Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMA
di Provinsi Riau Tahun 1984 - 2009
Variabel Coefficient t- Statistic Prob.
C
LX1 (log jumlah penduduk)
LX2 (log PDRB)

























Sumber: hasil olahan data
Regresi berganda pada tabel 5.20 di atas telah memenuhi prosedur kriteria
statistik, yaitu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel
dependen relatif semua variabel signifikan dan nilai koefisien determinasinya
juga tinggi.
Adapun masuknya variabel sumber daya alam dalam model persamaan
regresi berganda menghasilkan persamaan sebagai seperti pada tabel 5.21.
Tabel 5.21






Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -125.2961 36.68685 -3.415287 0.0027
LX1 7.294078 2.773006 2.630386 0.0160
LX2 0.139147 0.344261 0.404191 0.6904
LX3 3.261688 0.894484 3.646447 0.0016
X4 -7.85E-05 0.001502 -0.052274 0.9588
LX5 -0.356617 0.853132 -0.418010 0.6804
R-squared 0.894397 Mean dependent var 13.79383
Adjusted R-squared 0.867997 S.D. dependent var 3.623426
S.E. of regression 1.316472 Akaike info criterion 3.586962
Sum squared resid 34.66198 Schwarz criterion 3.877292
Log likelihood -40.63051 F-statistic 33.87786
Durbin-Watson stat 1.321737 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: hasil olahan data
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Hasil olahan data pada tabel 5.21 di atas memberi gambaran bahwa:
1. Persamaan regresi berganda pada model di atas, dihasilkan bahwa variabel
jumlah penduduk dan nilai tukar saja yang berpengaruh dan signifikan secara
statistik dimana diperoleh nilai t hitung > t tabel, sedangkan variabel PDRB,
inflasi dan sumber daya alam tidak berpengaruh dan signifikan secara
statistik dimana hasil t hitung < t tabel.
2. Nilai koefisien determinasi (R square) pada tabel 5.21 di atas bila
dibadingkan dengan tabel 2.20 adalah lebih rendah. Hal ini menandakan
perlu adanya pengurangan variabel untuk tabel 5.21 tersebut sehingga yang
diperlukan adalah menghilangkan salah satu variabel independennya seperti
yang tampak pada hasil tabel 5.20 di atas.
3. Pada poin 1 dan poin 2 ini dapat memberikan ilustrasi bahwa pemenuhan
mengurangi variabel independen diperlukan untuk mendapatkan model
terbaik. Berdasarkan trial and error pada pengolahan data yang di maksud
maka diperoleh sebuah persamaan model regresi terbaik dengan membuang
variabel sumber daya alam dalam model tersebut. Sehingga persamaan 5.20
merupakan persamaan model terbaik regresi berganda yang akan di bahas
pada olahan data selanjutnya.
5.4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
5.4.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah residual (error term) pada
model regresi linear berdistribusi normal. Pengujian terhadap error term
dilakukan dengan uji Jarque Bera atau JB-test (Thomas, 1997). Nilai
sebagai nilai selanjutnya dibandingkan dengan nilai .
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Uji Normalitas ini dilakukan dengan cara mambandingkan antara nilai
dengan nilai . Apabila diketahui nilai > nilai , maka
hasil uji menunjukan tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila <
nilai , maka hasil uji menunjukan berdistribusi normal.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 0.205870
dan nilai (df = 22 dan α = 0.05) sebesar 33.9. Nilai yang diperoleh
mengindikasikan < nilai , maka dapat disimpulkan bahwa error
term atau residual dari estimasi persamaan regresi adalah berdistribusi normal.
Gambar 5.6
Hasil Uji Jarque-Bera Faktor – faktor yang Mempengaruhi PMA





















Sumber : hasil olahan data
5.4.2.2 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear
atau terdapat korelasi antar variable independen. Dalam penelitian  ini  untuk
menguji  ada  tidaknya multikolinearitas  dilihat  dari  perbandingan  antara  nilai
regresi parsial (auxiliary regression) dengan nilai regresi utama. Apabila
nilai regresi parsial (auxiliary regression)  lebih besar dibandingkan nilai
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regresi utama,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  persamaan  tersebut
terjadi multikolinearitas.  Tabel  5.18 menunjukkan  perbandingan  antara nilai
regresi parsial (auxiliary regression) dengan nilai regresi utama.
Tabel 5.20
Auxiliary Regression Faktor – faktor yang Mempengaruhi PMA






LX1 LX2 LX3 X4
LX2 LX1 LX3 X4
LX3 LX1 LX2 X4









Sumber : hasil olahan data
= hasil regresi utama
* = hasil auxiliary regression
Tabel 5.20 menunjukkan bahwa model persamaan faktor – faktor yang
mempengaruhi PMA di Provinsi Riau Tahun 1984 - 2009 tidak mengandung
multikolinearitas karena tidak ada nilai regresi parsial (auxiliary regression)
yang lebih besar dibandingkan nilai regresi utama.
5.4.2.3 Uji Autokorelasi
Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi
adalah uji Durbin-Watson. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang




Hasil dari Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai d-hitung atau DW
sebesar 1,24. Hasil dari Durbin-Watson statistik adalah du=0,96 dan dl=1,22.
Sehingga d-hitung atau DW terletak pada du < d < 4-du atau 0,96 < 1,24 < 2,88.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak adanya autokolerasi di dalam model.
5.4.2.4  Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah varian
dari faktor pengganggu (disturbances ) di dalam pengamatan bersifat sama
atau homoscedastic (Gujarati, 1999:341 dan Thomas, 1997:279-280). Cara
mendeteksi keberadaan masalah heteroskedasitas dapat dilakukan melalui uji
Park, Uji Glejser, Uji White dan Uji Breusch-Pagan-Godfrey.
Dalam penelitian ini digunakan Uji White untuk mengetahui ada tidaknya
heteroskedastisitas. Pedoman dalam penggunaan model White adalah menolak
hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam



















dl = 0.96 du = 1.12    DW = 1.24 4-du = 2,88 4-dl = 3.04
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Berdasarkan uji White pada table 5.21, ternyata tidak menunjukan adanya
gangguan heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan yang besarnya
17.11086 ternyata lebih kecil bila dibandingkan dengan yang besarnya
33.9 (pada df = 22 dan α = 0.05), dengan demikian tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.




Probability            0.0155
Probability            0.0470
Sumber : Hasil Olahan Data
5.4.3 Pengujian Statistik Analisis Regresi
5.4.3.1  Uji Signifikansi parameter Individual (Uji t)
Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Dalam regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB,
nilai tukar dan inflasi terhadap PMA, dengan α = 5 persen dan degree of freedom
(df) = 26 (n-k =26-4), maka diperoleh nilai sebesar 2,074 dan dengan
α = 10 persen diperoleh nilai sebesar 1,288.
Tabel 5.22
Nilai T-Statistik Pengaruh Faktor – faktor yang Mempengaruhi PMA






LX1 (log jumlah penduduk)
LX2 (log PDRB)

















Sumber: hasil olahan data
107
Berdasarkan hasil olahan data di atas dapat dinyatakan bahwa implikasi hasil
statistik adalah sebagai berikut:
a. Variabel jumlah penduduk bila dibandingkan hasil t statistik sebesar 1,9728
dengan t tabel baik untuk nilai t tabel 5% yaitu 1,645 atau t table 10% yaitu
1,282 maka diperoleh bahwa penanaman modal asing (PMA) secara statistik
dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk. Hal ini ditunjukkan dari hasil t
statistik > t tabel baik untuk t tabel 5% maupun t tabel 10%. Bila dikaitkan
dengan pengujian hipotesis maka dapat dinyatakan apabila variabel
independen signifikan secara statistik dan berpengaruh terhadap variabel
dependennya maka tolah H0. Ini memberi pengertian bahwa variabel jumlah
penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penanaman modal asing.
b. Variabel PDRB dengan nilai koefisien sebesar 0,3409 bila dibandingkan
dengan t tabel sebesar 1,645 maka disimpulkan variabel PDRB tidak
signifikan secara statistik karena nilai koefisien variabel PDRB lebih kecil bila
dibandingkan dengan nilai t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB
tidak berpengaruh terhadap variabel penanaman modal asing.
c. Variabel nilai tukar bila dibandingkan hasil t statistik sebesar 6,742 dengan t
tabel baik untuk nilai t tabel 5% yaitu 1,645 atau t table 10% yaitu 1,282 maka
dinyatakan variabel nilai tukar secara statistik mempengaruhi Penanaman
Modal Asing. Hal ini ditunjukkan dari hasil t statistik > t tabel baik untuk t tabel
5% maupun t tabel 10%.
d. Variabel tingkat inflasi bila dibandingkan hasil t statistik sebesar 3,803
dengan t tabel baik untuk nilai t tabel 5% yaitu 1,645 atau t table 10% yaitu
1,282 maka dinyatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) secara
statistik dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil t
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statistik > t tabel baik untuk t tabel 5% maupun t tabel 10%. Ini memberi
pengertian bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan
terhadap penanaman modal asing.
5.4.3.2  Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model
dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya
menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Dari regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, nilai tukar dan inflasi
terhadap PMA d Provinsi Riau tahun 1984 - 2009 yang Menggunakan taraf
keyakinan 95 persen (α = 5 persen), dengan degree of freedom for numerator
(dfn) = 3 (k-1 = 4-1) dan degree of freedom for denominator (dfd) = 22 (n-k = 26-
4), maka diperoleh F-tabel sebesar 3.05. Dari hasil regresi pengaruh jumlah
penduduk, PDRB, nilai tukar dan inflasi terhadap PMA d Provinsi Riau tahun
1984-2009 diperoleh F-statistik sebesar 77.43714 dan nilai probabilitas F-statistik
0,00000.  Maka dapat disimpulkan bahwa variable independen secara bersama-
sama berpengaruh terhadap variabel dependen (F-statistik > F-tabel).
5.4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji )
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.
Dari hasil regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, nilai tukar dan
inflasi terhadap PMA d Provinsi Riau tahun 1984 - 2009 pada Tabel 5.20
diperoleh nilai sebesar 0.94. Hal ini berarti sebesar 94 persen variasi PMA di
Provinsi Riau dapat dijelaskan oleh variasi empat variabel independennya yakni
X1 (jumlah penduduk), X2 (PDRB), X3 (nila tukar), dan X4 (inflasi). Sedangkan
sisanya sebesar 6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
5.5 Interpretasi Hasil dan Implikasi Ekonomi
5.5.1 Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Nilai Tukar dan Tingkat Inflasi
Terhadap PMA di Provinsi Riau Tahun 1984 – 2009
Dalam regresi berganda untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk,
PDRB, nilai tukar dan inflasi terhadap PMA di Provinsi Riau tahun 1984-2009,
dengan menggunakan metode OLS, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap
variabel dalam penelitian dengan persamaan sebagai berikut :
LY = - 94.13183 + 4.420336*LX1 - 0.123307*LX2 + 4.612165*X3 - 0.083306*X4
Interpretasi hasil regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, nilai tukar
dan inflasi terhadap PMA di Provinsi Riau tahun 1984 - 2009 adalah sebagai
berikut:
5.5.1.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PMA
Variabel jumlah penduduk menunjukkan tanda positif dan berpengaruh
secara signifikan terhadap PMA di Provinsi Riau. Peningkatan jumlah penduduk
di Provinsi Riau sebesar 1 persen akan menaikan PMA sebesar 4.42 persen.
Yang berarti bahwa peningkatan jumlah penduduk akan menaikan PMA di
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Provinsi Riau. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang
menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Jumlah penduduk merupakan salah
satu faktor yang penting dalam sebuah produksi. Peningkatan kualitas tenaga
kerja  akan meningkatkan daya  saing dalam  meningkatkan  kapasitas  produksi.
Jumlah penduduk yang besar dapat menyediakan jumlah tenaga kerja yang
banyak dan menjadikan tingkat upah yang relatif murah, sehingga para investor
asing (PMA) akan tertarik menanamkan modalnya karena jumlah penduduk
ditunjang kemampuan tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu daerah mempunyai
korelasi yang sangat kuat terhadap masuknya PMA. Hal ini menggambarkan
bahwa kualitas dan kuantitas penduduk memberi preferensi bagi investor asing
untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Bila ditunjang dengan kualitas
penduduk yang notobene menjadi input dalam melakukan aktifitas perekonomian
suatu wilayah maka akan meningkatkan ketertarikan investor asing menanamkan
investasinya di daerah itu dalam bentuk penanaman modal asing.
5.5.1.2 Pengaruh PDRB terhadap PMA
Variabel PDRB menunjukkan tanda negatif dan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap PMA di Provinsi Riau. Hasil tersebut tidak sesuai dengan
teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini.
Yang mana menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan
PMA dan PMDN mempunyai korelasi yang sangat kuat.
Ketidaksignifikannya PDRB dalam mempengaruhi PMA juga dapat dilihat
berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Provinsi dari tahun 1984
sampai dengan tahun 2009 tidak selalu diiringi dengan peningkatan PMA di
provinsi Riau. Hal ini memberi ilustrasi bahwa PDRB bukan faktor dominan di
dalam mendatangkan investasi penanaman modal asing di wilayah Riau.
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5.5.1.3 Pengaruh Nilai Tukar terhadap PMA
Variabel nilai tukar menunjukkan tanda positif dan berpengaruh secara
signifikan terhadap PMA di Provinsi Riau. Penguatan nilai tukar rupiah sebesar 1
persen akan menaikan PMA sebesar 4.61 persen atau sebaliknya melemahnya
nilai tukar rupiah sebesar 1 persen akan penurunkan PMA sebesar 4.61 persen.
Yang berarti bahwa penguatan nilai tukar rupiah akan menaikan PMA di Provinsi
Riau. Hal ini menandakan bahwa dalam meningkatkan penanaman modal asing
perlu memperhatikan naik turunnya nilai tukar atau bagi pengambil kebijakan
agar mampu menstabilkan nilai tukar untuk tidak berfluktuatif memberi kepastian
kepada investor asing dalam menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Riau.
5.5.1.4 Pengaruh Inflasi terhadap PMA
Variabel inflasi menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara
signifikan terhadap PMA di Provinsi Riau. Kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan
menurunkan PMA sebesar 0.08 persen. Yang berarti bahwa terjadinya kenaikan
inflasi akan menurunkan PMA di Provinsi Riau. Hal ini menjelaskan bahwa
adanya inflasi mengurangi keinginan investor untuk menanamkan modalnya di
Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang





Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil pengujian statistik pada model terbaik memberikan penjelasan
bahwa selama kurun waktu penelitian ini, yaitu variabel Penanaman
Modal Asing (PMA), dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah
penduduk, nilai tukar dan tingkat inflasi, sedangkan variabel PDRB
tidak signifikan secara statistik. Hasil uji koefisien determinasi ( )
cukup tinggi menandakan bahwa model yang dibentuk memberikan
kontribusi atas variabel dependennya.
2. Jumlah penduduk masuk kriteria yang mampu mempengaruhi adanya
penanaman modal asing di Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan
bahwa kualitas dan kuantitas penduduk memberi preferensi bagi
investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Bila
ditunjang dengan kualitas penduduk yang notobene menjadi input
dalam melakukan aktivitas perekonomian suatu wilayah, maka akan
meningkatkan ketertarikan investor asing menanamkan investasinya di
daerah itu dalam bentuk penanaman modal asing.
3. Variabel PDRB tidak berkontribusi signifikan atas model regresi dengan
penanaman modal asing sebagai faktor dependennya. Hal ini memberi
ilustrasi bahwa PDRB bukan faktor dominan dalam menunjang
investasi penanaman modal asing (PMA) di wilayah Riau.
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4. Nilai tukar memberi pengaruh yang signifikan terhadap penanaman
modal asing, kontribusi yang diberikan oleh variabel nilai tukar secara
statistik adalah positif terhadap peningkatan penanaman modal asing
yang dimaksud. Hal ini menandakan bahwa dalam meningkatkan
penanaman modal asing perlu memperhatikan dan mengendalikan naik
turunnya nilai tukar atau bagi pengambil kebijakan agar mampu
menstabilkan nilai tukar untuk tidak berfluktuatif memberi kepastian
kepada investor asing dalam menanamkan modalnya di wilayah
Provinsi Riau.
5. Variabel tingkat inflasi secara statistik adalah signifikan dan
berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing di Provinsi
Riau. Hal ini menjelaskan bahwa adanya inflasi mengurangi keinginan
investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau.
6.2 Saran
Berbagai ulasan hasil bahasan penelitian ini tentulah perlu adanya saran
perbaikan. Rekomendasi saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:
1. Perlunya memperhatikan faktor yang mempengaruhi masuknya
penanaman modal asing di Provinsi Riau dengan mempertimbangkan
variabel-variabel yang masuk pada model persamaan regresi dalam
penelitian ini, yaitu jumlah penduduk, nilai tukar dan tingkat inflasi.
2. Stabilitas jumlah penduduk perlu ditekan dan diperhatikan
keberadaannya. Mengingat sumber daya manusia yang kompeten
mampu merubah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
aktivitas kegiatan ekonominya.
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3. Meskipun PDRB tidak signifikan, tapi Pemerintah Daerah perlu perlu
terus meningkatkan PDRB sebagai indikator kemajuan ekonomi
daerah.
4. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan bisa menjaga nilai tukar
tetap stabil.
5. Pemerintah dan Bank Indonesia harus menjaga inflasi agar tidak terlalu
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